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viii 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
    
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
ix 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
x 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
xi 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
 
 
 
xii 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و WaAA mā Muḥammdun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
RIA ASHARI, NIM: 142121016, “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN 
SIDANG KELILING DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA 
PACITAN” Sidang keliling merupakan salah satu penjabaran dari acces to 
justice, untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat 
yang mempunyai kendala lokasi yang jauh dan sulit, tingginya biaya dan 
terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal 
mereka di daerah daerah terpencil dengan kantor pengadilan tersebut dengan 
adanya sidang keliling ini memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat 
pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) data 
yang digunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim 
Pengadilan Agama Pacitan dan Para pihak. Data sekunder diperoleh dokumen 
atau arsip Pengadilan Agama Pacitan, peraturan perundang-undangan yang 
mengatur penyelenggaraan sidang keliling. Teknik Pengumpulan Data 
menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik Analisi Data  
dalam penelitian ini metode deduktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sidang keliling oleh 
Pengadilan Agama Pacitan sudah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan dan tidak efektif. Ketidakefektivitasan pelaksanaan sidang keliling ini 
dikarenakan dana operasional untuk pelaksanaan sidang keliling dan masyarakat 
yang kurang memanfaatkan sidang keliling. Teori efektivitas menurut Soerjono 
Soekanto disebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan empat 
faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas dan masyarakat. 
Dari faktor hukum dan penegak hukum sudah sesuai namun dari segi faktor 
sarana dan fasilitas dan masyarakat belum sesuai, sehingga ada beberapa perkara 
yang dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Pacitan untuk tahap selanjutnya 
 
 
Kata kunci: Sidang keliling, Efektivitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
xvi 
ABSTRACT 
 
 RIA ASHARI, NIM: 142121016, "EFFECTIVENESS OF RELATED 
HEARING IN THE AREA OF PACITAN RELIGIOUS JURISDICTION" The 
traveling circuit is one of the elaboration of access to justice, to bring legal and 
justice services closer to the people who have distant and difficult location, the 
high cost and religious law. limited facilities and infrastructure that connects 
between their dwellings in remote areas with the court office with this mobile 
court Providing ease of service to justice seekers in obtaining legal and justice 
services 
 This research uses the type of field researchused primary data obtained 
from interviews with Judges of the Pacitan Religious Court and the Parties. 
Secondary data were obtained by documents or archives of the Pacitan Religious 
Court, laws and regulations governing the holding of the circuit court. Data 
collection techniques using interviews, documentation and observation. Data 
Analysis Techniques in this research are deductive methods. 
 The results showed that the implementation of the circuit court by the 
Pacitan Religious Court had been carried out in accordance with established 
criteria and was not effective. The ineffectiveness of the convening of the circuit 
court is due to operational funds for the organizing of the circuit court and the 
people who do not take advantage of the circuit court The effectiveness theory 
according to Soerjono Soekanto stated that the effectiveness of a law is 
determined by four factors, namely legal factors, law enforcement, facilities and 
facilities and the community. From the legal and law enforcement factors are 
appropriate but in terms of facilities and community factors are not appropriate, so 
there are some cases that are continued in the religious court office for the next 
stage. 
 
 
Keywords: mobile court, effectiveness 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia adalah negara hukum. Demikian ditegaskan dalam pasal 1 
ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan 
bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).
1
 
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 
28 D ayat 1 disebutkan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas 
pengakuan jaminan, perundingan dan kepastian hukum yang sama dihadapan 
hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan 
negara ini kemudian dijabarkan dengan berbagai Undang-Undang dan 
peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan 
peradilan.
2
 
Undang-undang Pasal 24 (2) menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 
militer, peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 
24 (2) UUD 1945 dilaksanakan oleh UU No. 49 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan yang berada di bawah 
                                                             
1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 
2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D Ayat 1 
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Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan 
umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan Tata Usaha Negara. 
Lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan 
Tinggi, Dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan agama adalah 
Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. 
Lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Militer, Mahkamah Militer 
Tinggi, dan Mahkamah Militer Agung yakni pada Mahkamah Agung. 
Lingkungan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, 
Pengadilan Tinggi Usaha Negara dan Mahkamah Agung.
3
 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. 
Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit 
di lakukan, karena masih tebatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, 
keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟yah yang 
berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan 
bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk 
mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh 
dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, 
yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah. Kondisi 
objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problem yang mengahmbat 
para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari 
pengadilan. 
                                                             
3 Rasyid Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2006), hlm. 11-12. 
  
3 
Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan 
kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang 
menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah daerah pedalaman 
dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka 
merupakan warga negara Indonesia lainnya yang mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia yang lainnya yang 
tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang 
membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga 
maupun sosial ekonomi. Problem hukum yang mereka hadapi seharusnya 
segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat 
berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (justice for the 
poor).
4
 
Menurut penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Cate Summer, 
yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan 
Family Court Of Aistralia Dan Indonesia Legal Development Facilities 
(IALDF), menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama 
dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan 
dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan 
Agama.
5
 Kemudian temuan tersebut direspon Mahkamah Agung dengan 
diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 
2010 tentang pedoman pemberian layanan hukum yang bagi menjadi dua (2) 
                                                             
4 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan 
Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 
5 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B, Bab I, Pendahuluan 
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yaitu: Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk 
lingkungan Peradilan Agama.
6
  
Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 
bahwa dalam Lampiran A berisi tata cara dan mekanisme pemberian bantuan 
hukum dalam perkara pidana dan perdata dan tata usaha negara bagi para 
pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan di Peradilan Umum, 
sedangkan dalam Lampiran B tercantum bahwa mengatur tata cara dan 
mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara dan jinayat bagi para 
pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama.  
Norma hukum yang lain yang mengatur sidang keliling adalah 
Keputusan Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris 
Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011
7
 dan Nomor 
020/SEK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah 
Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Layanan Hukum 
Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 
026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Bab IV 
huruf G dan ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling 
(BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah 
Agung Ri Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-
AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan 
Agama. 
                                                             
6Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 tentang Prosedur 
Sidang keliling  
7Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan 
Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Sidang 
Keliling.  
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Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan, merupakan 
salah satu penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen 
masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah 
untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. 
Sebagai program pengembangan dari acces to justice, sidang keliling mesti 
mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat 
terjangkau oleh setiap orang.
8
 
Tujuan dari sidang di luar gedung pengadilan diantaranya Memberikan 
kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam 
mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan; Mewujudkan proses peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat terhadap hukum syariah Islam  yang penegakannya menjadi tugas 
dan fungsi serta wewenang pengadilan.
9
 
Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan sidang keliling 
yang itu Daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor 
pengadilan di wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut 
berkedudukan. Kedua, Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor 
pengadilan, yang masih dalam yuridiksinya. Ketiga, Daerah yang fasilitas 
sarana transportasinya sangat sulit terjangkau. Keempat, Daerah yang 
lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan 
                                                             
8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan 
Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling 
9 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 tentang Prosedur 
Sidang keliling 
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ke wilayah tersebut. Kelima, Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan 
data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.
10
 
Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh ketua Pengadilan 
Tinggi Agama setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atau usul ketua 
pengadilan setempat.
11
 
Pelaksanaan sidang keliling untuk tahun 2018 hanya dilaksanakan satu 
kali saja
12
, hal ini dikarenakan waktu penelitian penulis yang hanya 
dilaksanakan pada awal tahun, sehingga dapat yang penulis peroleh hanya ada 
satu sidang saja. Hal ini tentunya tidak dapat bisa efektif tidaknya pelaksanaan 
sidang keliling di tahun 2018.  
Apalagi jika mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan 
persidangan yang dilaksanakan di kantor pengadilan agama sebanyak 8 kali 
dan biasanya dilaksanakan di sidang keliling sebanyak 3 kali sehingga 
memberi kemudahan kepada masyarakat yang mempunyai hambatan lokasi 
jauh dan tingginya biaya perkara.  
Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang diberikan oleh 
Mahkamah Agung untuk penyelenggaraan sidang keliling. Selain itu, hukum 
acara yang digunakan sama dengan persidangan di kantor pengadilan agama, 
sehingga menyisakan beberapa problem terkait dengan pemanggilan para 
                                                             
10 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 tentang 
Prosedur Sidang keliling 
11Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan 
Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 
 12Ahmad Rasidi, Hakim Pengadilan Agama Pacitan, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 
Maret 2018  
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pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap menjawab dan pembuktian, 
pemanggilan para pihak yang tidak bisa hadir di sidang keliling tetap mengacu 
terhadap prosedur pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak. 
Tenggang waktu pemanggilan cukup lama seperti halnya pemanggilan pihak 
yang tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya menyebabkan 
perkara tidak dapat ditangani di sidang keliling sehingga sidang harus 
dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan menelaah dalam skripsi 
yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Hukum 
Pengadilan Agama Pacitan ”.  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana kriteria dalam penentuan pelaksanaan sidang keliling di 
wilayah Pengadilan Agama Pacitan ? 
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling di wilayah Pengadilan 
Agama Pacitan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yaitu mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai 
dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan 
rumusan masalah penelitian.
13
  
                                                             
13 Bahdian Nur Tanjung dan Ardial, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi 
Dan Tesis), Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2005), 
hlm 57. 
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Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui kriteria dalam penentuan pelaksanaan sidang keliling 
di wilayah Pengadilan Agama Pacitan   
2. Untuk mengetahui keefektivitasan pelaksanaan sidang keliling di wilayah 
Pengadilan Agama Pacitan  
 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini guna untuk menambah dan memperluas keilmuwan serta 
wawasan di bidang hukum acara perdata dan memberikan sumbangan 
pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang peradilan agama bagi penulis 
dan pembaca. 
2. Penelitian ini guna untuk sebagai pandangan baru di lingkungan 
masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal baru dan masih 
jarang diketahui orang dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
penelitian selanjutnya.  
 
E. Kerangka Teori  
Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut Kamus Bahasa 
Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa 
hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki 
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pengertian keefektivitasan adalah keadan berpengaruh, kemanjuran, 
keberhasilan dan hal mulai berlaku.
14
 
Efektivitas menurut Handayaningrat dan Soewarno, adalah indikator 
dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 
sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target tercapai sesaui yang telah 
direncankan tersebut. 
15
 
Pembentukan undang-undang harus benar-benar memperhatikan 
materi muatan yang tepat dengan peraturan perundang-undang dan harus 
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam 
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupoun sosiologis. Pembentukan 
undang undaang yang dibentuk memang benar-benar dibutuhkan dan 
bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.
16
 
Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 
membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa 
warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti 
mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat. Karena faktor- faktor 
yang mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu:  
1. Kaidah hukum 
2. Penegakan hukum 
3. Sarana/fasilitas yang digunakan dalam penegakan hukum 
                                                             
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka), 2003, hlm. 284.  
15Handayaningrat dan Drs.Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 
Manajemen, (Jakarta : PT.Toko Gunung Agung), 1995, hlm. 16. 
16 Asshiddiqie Jimly, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali), 2010, hlm. 202 
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4. Kesadaran hukum masyarakat17 
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar 
gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil. 
Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada 
masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan 
keadilan (justice for all dan justice for the poor), mewujudkan proses 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari‟ah Islam  yang 
penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.
18
 
Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan tegas bahwa 
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan 
negara ini kemudian dijabarkan dalam Undang-undang dan peraturan yang 
berkaitan dengan akses masyarakat tehadap hukum dan keadilan. 
19
.  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa 
peneliti yang telah melakukan penelitian tentang sidang keliling, namun yang 
                                                             
17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Cet. Ke-12, 
(Jakarta:Rajawali Press, 2008), hlm. 8. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegak Hukum, Cet. Ke-12, (Jakarta:Rajawali Press, 2008), hlm. 8. 
18 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama No. 01//SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 
Peradilan Agama, hlm. 5. 
19 Undang-Undang Dasar Pasal 28 D Tentang Pemberian Dan Pelaksanaan Bantuan 
Hukum  
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dicantumkan dalam penelitian terdahulu ini hanya 2 (dua) penelitian yang 
menurut penulis berkaitan dengan judul yang penulis angkat, diantaranya:  
Pertama, skripsi yang ditulis Nisfatul Laili (Mahasiswa IAIN 
Surakarta) yang lulus pada tahun 2013 dengan judul “Pendapat Hakim dan 
para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri terhadap 
pelaksanaan Sidang Keliling Tahun 2012” skripsi ini memfokuskan tentang 
pendapat hakim dan para pihak yang berperkara dengan dilaksanakan program 
sidang keliling di Pengadilan Agama Wonogiri, 
20
 
Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada 
efektivitas pelaksanaan sidang keliling dan lokasi penelitian yang berbeda 
yaitu di Pengadilan Agama Pacitan . 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nafiul Fallah (Mahasiswa IAIN 
Surakarta) yang lulus pada tahun 2017 dengan judul “Analisa Terhadap 
Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Wonogiri (Ditinjau dari 
SK TUADA ULDILAG NOMOR: 01/SK/TUADA-AGA/I/2013 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama”. 
skripsi ini memfokuskan analisis terhadap pelaksanaan sidang keliling di 
Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2016 dari proses acara dan prosedur 
pelaksaan sidang keliling ditinjau dari SK TUADA ULDILAG 
                                                             
20 Nisfatul Laili, Pendapat Hakim dan Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama 
Wonogiri Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Tahun 2012”, Skripsi, Jurusan Syariah IAIN 
Surakarta, Surakarta, 2013, hlm. 18. 
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NOMOR:01/SK/TUADA-AGA/I/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang 
Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama”.21 
Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti jelas berbeda dari 
yang telah disebutkan diatas, skripsi disini lebih memfokuskan pada sejauh 
mana kefektivitas sidang keliling menggunakan teori efektivitas hukum dari 
Soejono Soekamto  
 
G. Metode Penelitian  
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Cara ilmiah 
mempunyai karakteristik rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti 
penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal dan terjangkau penalaran 
atau logika manusia. Empiris berarti penelitian dilakukan berdasarkan fakta-
fakta dilapangan yang dapat diuji oleh orang lain atau pihak lain. Kemudian, 
sistematis berarti penelitian merupakan proses tertentu yang logis.
22
 Langkah-
langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan 
(field research), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk 
memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, 
                                                             
21 Nafiul Fallah, Analisa Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama 
Wonogiri (Ditinjau Dari SK TUADA ULDILAG NOMOR: 01/SK/TUADA-AGA/I/2013 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, Skripsi, Jurusan Syariah 
IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 15.  
22 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 
Penelitian, (Yogyakarata:Cv Andi, 2010), hlm 4. 
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sehingga pengguna hasil penelitian dapat memfokuskan atau memfaatkan 
hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang 
selalu terkini.
23
 Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber 
dari Pengadilan Agama Pacitan . 
2. Sumber Data  
Adapun sumber data yang digunakan antara lain: 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara 
langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan 
studi yang bersangkutan.
24
 Data ini diperoleh langsung dari responden 
melalui hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pacitan  dan 
para pihak yang berperkara. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau 
lembaga lain yang sudah dipublikasikan.
25
 Data ini diperoleh dokumen 
atau arsip Pengadilan Agama Pacitan, peraturan perundang-undangan 
yang mengatur penyelenggaraan sidang keliling, dan penelusuran 
internet yang mengatur yang berkaitan dengan sidang keliling di 
Pengadilan Agama Pacitan . 
 
 
                                                             
23 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hlm 
24 M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, cet. Ke-1 (Yogyakarta:BPFE, 1990), hlm 
67. 
25 Ibid., 68. 
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3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian yang dilakukan penulis meliputi Pengadilan 
Agama Pacitan sebagai lokasi penelitian dan Balai Desa Tanjungrejo 
Kecamatan Ngadirojo yang menjadi lokasi pelaksanaan sidang keliling.  
Sedangkan waktu penelitian, penulis mengamati dan meneliti 
pelaksanaan sidang keliling dimulai sejak bulan Mei 2018.  
4. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakasn dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara: 
a. Wawancara 
Penyusun melakukan wawancara mendalam menggunakan dialog, 
mengajukan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang 
lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
kepada responden.
26
  
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 
mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.
27
Respondennya 
adalah ketua majelis hakim, hakim yang mengikuti pelaksanaan sidang 
keliling Pengadilan Agama Pacitan dan Para pihak yang berperkara.  
 
                                                             
26 Suharsimi Arikumto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke 11 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm. 114. 
27 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm 
190-191. 
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b. Dokumentasi  
Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait 
dengan hal yang teliti,
28
 Dokumentasi ini berupa foto yang 
berhubungan dengan sidang keliling di lokasi penelitian.  
c. Observasi  
Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara mengamati 
dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada di wilayah 
penelitian.
29
 
Dalam hal ini observasi dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan 
dengan mengamati secara langsung sidang keliling yang dilaksanakan 
di Kecamatan Ngadirojo yang dimulai pada bulan Mei 2018 
5. Teknik Analisis Data  
Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu peneliti 
akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan
30
 mengenai efektifitas 
sidang keliling oleh Pengadilan Agama Pacitan . Penelitian yang dilakukan 
penyusun pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara yang 
dilakukan Pengadilan Agama Pacitan  dapat diambil kesimpulan secara 
umum tentang kefektifitasnya. Selain itu penyusun juga menggunakan 
analisis deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah 
yang ada.
31
 Dalam hal ini analisis pelaksanaan sidang keliling dikaji 
berdasarkan aturan hukum yang ada mengenai sesuai atau tidaknya sidang 
                                                             
28 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.  
29 Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 21. 
30 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 10. 
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, Cet Ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), Hlm. 47.  
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keliling tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang 
diharapkan. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk membuat penulisan ini penulis perlu adanya kerangka 
pembahasan agar nanti penulisanya tidak kabur dan terarah dari awal 
penulisan sampai selesai. Adapun untuk memperoleh hasil penelitian yang 
sistematis dan baik, pembahasan dan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) 
bab sebagai berikut: 
Pertama, Bab I Pendahuluan, didalam bab I penulis akan membahas 
mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan. 
Kedua, Bab II Pembahasan yang mengenai tinjauan umum tentang 
sidang keliling. Pembahasan awal dimulai dengan tinjauan secara umum 
seperti pengertian, dasar hukum yang digunakan dalam sidang keliling, tujuan 
sidang keliling, bentuk-bentuk sidang keliling, persiapan sidang keliling 
meliputi penentuan lokasi, sarana prasarana, petugas pelaksanaan serta 
kompetensi Pengadilan Agama dalam sidang keliling, dilanjutkan dengan 
pelaksanaan sidang keliling dan penanganan perkara pada sidang keliling. 
Kemudian tinjauan yang kedua berisi tinjauan umum Hukum Acara Perdata 
Dalam Peradilan Agama yang mana meliputi pengertian hukum acara 
perdata, sumber hukum acara peradilan agama, Mekanisme dan Prosedur 
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Beracara di Pengadilan Agama, Mekanisme dan Prosedur Beracara di Sidang 
Keliling, Teori Efektifitas hukum yang menjadi indikator sidang keliling.  
Ketiga, Bab III Pembahasan diawali dengan gambaran umum 
Pengadilan Agama Pacitan, untuk mengetahui letak dan dasar hukum 
berdirinya Pengadilan Agama Pacitan , tugas pokok dan fungsi serta wilayah 
hukum Pengadilan Agama Pacitan , dan kondisi wilayah Kabupaten Pacitan . 
Selanjutnya pembahasan mengenai pelaksanan sidang keliling di Pengadilan 
Agama Pacitan , untuk mengetahui latar belakang diadakannya sidang 
keliling sekaligus mengetahui faktor-faktor penyelesaian perkara yang 
diajukan pada sidang keliling Pengadilan Agama Pacitan . 
Keempat, Bab IV dibab ini penyusun analisis efektifitas pelaksanaan 
sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama Pacitan   
Kelima, Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari 
uraian diatas atau hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan 
dalam meningkatkan peran fungsi Peradilan Agama dalam melayani para 
pencari keadilan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Sidang Keliling 
1. Pengertian Sidang Keliling  
Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian 
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dijelaskan 
bahwa sidang keliling atau sidang di luar pengadilan yaitu sidang yang 
dilaksanakan secara tetap berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di 
suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya di luar pengadilan 
kedudukan pengadilan.
32
 
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 tahun 2010 Sidang 
keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau 
sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah 
hukmnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan.
33
  
2. Dasar Hukum Sidang Keliling  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat 
Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Hukum yang berisi Tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada 
Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai 
                                                             
32 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan   
33 Pasal 1 Angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, 
Lampiran B Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama. 
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pelayanan perkara prodeo dan bagian dua mengenai penyelenggaraan 
sidang keliling. 
Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan 
Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat 
keputusan tentang petunjuk pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat 
Keputusan No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011yang 
mana pada BAB III mengatur tentang penyelenggraan sidang keliling.  
Pada tahun 2010 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan 
Agama mengeluarkan tentang pedoman sidang keliling di lingkungan 
peradilan agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013, yang mana 
didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang 
keliling dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, 
pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, 
koordianasi dan pelaporan sidang keliling.
34
 
Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 
Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum 
berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang dalam 
berperkara di pengadilan. 
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan 
yang berada di bawah memberikan akses pada masyarakat untuk mencari 
                                                             
34 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan 
Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 
Peradilan Agama 
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keadilan dalam hal ini terdapat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 
Republik Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 
pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
3. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling 
 Sidang keliling ada dua bentuk, yaitu sidang keliling tetap dan 
sidang keliling insidental berikut penjelasanya 
a. Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara 
berkala di suatu tempat yang telah dilaksnakan secara rutin setiap 
tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria 
lain: 
1) Daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor 
pengadilan di wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan 
tersebut berkedudukan. 
2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang 
masih dalam yuridiksinya. 
3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit 
terjangkau. 
4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan 
tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. 
5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara 
selama 3 (tiga) tahun terakhir. 
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b. Sidang keliling insidental adalah sidang keliling yang dilakukan 
sewaktu waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau 
usulan dari: 
1) Masyarakat setempat 
2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/ kelurahan 
3) Instansi pemerintahan lainnya 
4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat 
setempat atau perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan 
setempat.
35
 
Tujuan sidang keliling dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang 
pedoman pemberian layanan lembaga hukum bagi masyarakat tidak 
mampu di pengadilan dengan berasaskan keadilan, sederhana, non 
diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, 
bertanggung jawab dan profesional. Dan dijelaskan bahwa manfaat atau 
tujuan dari adanya sidang keliling yaitu  
a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang 
tidak mampu secara ekonomi di pengadilan. 
b. Meningakatkan akses terhadap kadilan bagi masyarakat yang sulit atau 
tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, 
fisik, atau geografis. 
                                                             
35 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan 
Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 
Peradilan Agama. 
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c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu 
mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, 
advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di 
pengadilan. 
d. Meningkakan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum 
melalui pernghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan 
kewajibannya. 
e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.36 
4. Persiapan sidang keliling 
a. Penentuan lokasi sidang keliling  
Dalam pelaksanaan sidang keliling sebelumnya ada beberapa 
tahapan yaitu membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar 
gedung pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan 
mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung 
pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk 
menyelenggarakan sidang di luar gedung/sidang keliling pengadilan 
dari pihak lain (seperti untuk pelayan terpadu, permintaan pemerintah 
daerah atau permintaan lembaga masyarakat sipil.
37
 
b. Sarana Dan Prasarana 
Sidang keliling dapat dilaksanakan di gedung milik Pengadilan 
Negeri, kantor pemerintah seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, 
                                                             
36 Pasal 2-3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan 
37 Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 
52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 “Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan” 2014. hlm. 20 
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dan kantor perwakilan negara di luar negeri
38
. Adapun perlengkapan 
yang harus dipersiapkan untuk sidang keliling yaitu: 
1) Meja sidang    : 1 buah 
2) Taplak meja sidang : 2 buah 
3) Kursi sidang     : 3 buah 
4) Kursi untuk para pihak  : 4 buah  
5) Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah 
6) Meja tulis/kursi biro    : 1 buah 
7) Lambang negara    : 1 buah 
8) Bendera merah putih   : 1 buah 
9) Bendera pengadilan    : 1 buah 
10) Lemari     : 1 buah 
11) Filling kabinet    : 1 buah 
12) Meja tulis/kursi   : 3 stel 
13) Palu sidang     : 1 buah 
14) Perlengkapan sumpah   : 1 buah 
15) Emergency Light   : 1 buah 
16) Laptop     : 1 buah 
17) Alat cetak (printer)   : 1 buah 
18) Koneksi internet  
19) Taplak meja sidang hijau39 
                                                             
38 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. hlm. 15. 
39 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan 
Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 
Peradilan Agama. 
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c. Petugas pelaksanaan 
Layaknya persidangan pada umumnya sidang keliling harus 
ada petugas dalam persidangan. Diantara lain yaitu majelis hakim, 
selain itu diperlukan adanya hakim mediator dan pejabat serta staf 
pengadilan agama lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan 
sebuah proses persidangan.
40
 
Kelengkapan pertugas dalam pelaksanaan sidang keliling sama 
dengan sidang-sidang umumnya di pengadilan agama. Perbedaanya 
hanya terdapat lokasi dan tempat dalam pelaksananya. 
 
B. Prosedur Beracara Dalam Peradilan Agama  
1. Pengertian Hukum Acara Perdata 
Hukum acara sering disebut juga sebagai hukum formil. Dimana 
tujuannya untuk mempertahankan hukum materiil. Berikut merupakan 
definisi dari hukum acara perdata, baik umum maupun agama dari 
beberapa pakar. 
a. Menurut MH. Tirtaamidja Hukum acara perdata ialah suatu akibat 
yang timbul dari hukum perdata materiil.
41
 
b. Menurut Abdul Manan hukum acara perdata agama merupakan hukum 
yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, 
bagaimana pihak terugat mempertahankan diri diri dari gugatan 
                                                             
40 Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia, Surat Edaran MA, RI, No Tahun 10 
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama, 
Pasal 12 
41 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 
hlm. 9. 
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penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang 
pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus 
perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaiman cara 
melaksanakan putusan tersebut sebagiaman mestinya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, sehingga hak dna kewajiban sebagiaman yang 
telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagimana 
semestinya.
42
 
c. Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum acara perdata adalah peraturan 
hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum 
perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain 
hukum acaranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih 
konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur 
tentang bagaimana caranta mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta 
memutuskanya dan pelaksanaan dari putusannya.
43
 
Hukum acara perdata pengertian lebih luas adalah sekumpulan 
peraturan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di 
hadapan pengadilan dan cara bagaimana itu harus bertindak untuk 
melaksanakan berjalannya perturan hukum materiil sekaligus untuk 
memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan hukum acara yang 
berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 
                                                             
42 Abdul Manan, Penerapan Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 1-2. 
43 Sudikno mertokusumo, Hukum acara perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), edisi 
kedelapan, 2009, hlm 2.   
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Hukum Acara Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus 
dalam Undang-undang. 
2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 
Pada bidang hukum acara peradilan agama, hakim wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan 
yang tidak menyimpang dari syariah Islam . Kewajiban tersebut dilakukan 
apabila sudah tidak ditemukan lagi undang-undang dan peraturan yang 
berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di 
Pengadilan Agama, diantara adalah: 
a. HIR (Herziene Indonesische Reglement) untuk Jawa dan Madura. 
b. R.Bg (Rechsreglement voor de buitengwesten) untuk golongan bumi 
putra dan timur asing yang berada diluar jawa dan madura yang 
berperkara dimuka lendraad (Pengadilan).
44
 
c. B.Rv (Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering) di peruntukan 
umtuk golongan eropa yang berperkara yang berperkara di muka Raad 
va Justitie dan Residentie gerecht, dengan dihapuskannya Raad va 
Justitie dan Hoorgerechshof, maka B.Rv sudah tidakberlaku lagi. 
Akan tetapi diatur dalam B.Rv banyak yang masih relevan dengan 
perkembangan hukm acara dewasa ini. Misalnya tentang formulasi 
surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa 
ketentuan hukum acara perdata lainnya.  
                                                             
44 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilana Agama, 
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, hlm. 6. 
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d. BW (Burgelijke Wetbook voor Indonesia), yang dalam bahsa Indonesia 
disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara 
perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang memuat dalam 
pasal 1865 s/d 1993. 
e. Peraturan perundang-undangan 
1) UUD No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal 
Banding bagi pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan 
untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 
R.Bg. 
2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diganti UU No. 
3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 
50 Tahun 2009.
45
 
3) UU No. Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 
4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah agung yang memuat 
tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi 
dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. 
5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan peraturan 
pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan 
Undang-undang perkawinan tersebut. 
6) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang permasyarakatn kompilasi hukum 
Islam . 
                                                             
45 Pasal 54 menyebutkan bahwa hukuma cara yang berlaku di lingkungan peradilan 
agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali hal-
hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut   
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f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung 
RI. 
Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim 
sebagaimana undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan 
pembinaan itulah MA berwenang memberikan petunjuk apabila 
dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari 
aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan mencampuri kemandirian 
hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yan diajukan kepadanya.
46
 
g. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim 
terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang 
sama, kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis 
dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan 
kebijakan para hakim sendiri kemudian dianut oleh para hakim lainnya 
dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama Namun hakim 
tidak boleh terikit pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara 
Indonesia tidak menganut asas. “ the binding force of precendet”, jadi 
bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dengan memakai 
dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan 
sebelumnya.
47
  
h. Kitab-kitab fiqh Islam  dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.  
Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, 
hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, 
                                                             
46 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif 
(yogyakarta: pustaka pelajar), 2004. hlm. 9.  
47 M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum, Gama Press, 2009, hlm. 651 
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melainkan sumber hukum.
48
 Dalam memutus perkara para hakim 
pengadilan agama dianjurkan agar mempergunakan fiqh sebagai 
pedoman sumber hukum acara yang diantarannya adalah: al bajuri, 
fatchul mu‟in, syarqowi at-tahir, qalyubi/mahalli, fathul wahab dan 
syarahnya, tuhfah, targhibul musytaq, dan sebaginya. 
3. Mekanisme Proses Penerimaan Perkara dan Proses Berperkara dalam 
Persidangan  
Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon 
penggugat/pemohonan. Di Pengadilan Agama mekanisme penerimaan dan 
penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: 
a. Tahap Pengajuan Perkara 
Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu 
dengan pengajuan Gugatan atau permohonan. Dalam hal pengajuan 
gugatan ini dapat berupa gugatan/permohonan secara lisan, tertulis 
dan lewat kuasa hukum. Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan 
harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika penguggat/permohonaan 
harus dibuat secara tertulis kepada ketua Pengadilan Agama.
49
 
Dalam mengajukan gugatan dapat terjadi hal-hal yang mungkin 
terjadi yaitu penggabungan gugatan, perubahan gugatan, dan 
pencabutan gugatan. 
                                                             
48 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, 
hlm.25. 
49 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdana Pada Pengandilan Agama, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar), Cet VI, 2005, hlm. 40 
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Setelah pembuatan gugatan/permohonan, kemudian diajukan ke 
pengadilan untuk didaftarkan kebagian penerimaan surat gugatan/ 
permohonan melalui meja satu, yang memiliki tugas untuk: 
1) Menerima surat gugatan/permohonan dan saliannya 
2) Menaksir panjar biaya perkara 
3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)50 
Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah 
mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, meliputi: 
1) biaya kepaniteraan dan biaya materai 
2) biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah 
3) biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain  
4) biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah 
pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.
51
 
b. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara 
Tahap selanjutnya calon penggugat/pemohon menghadap kepada 
kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut beserta 
SKUM (syarat kuasa untuk membayar). Calon penggugat/pemohon 
membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM 
tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal berikut: 
1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jumlah biaya perkara 
2) Menandatangani dan memberi nomor perkara seta tanda lunas pada 
SKUM tersebut 
                                                             
50 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdana Pada Pengandilan Agama, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar), Cet VI, 2005, hlm. 59. 
51 Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) H.I.R/Pasal 90 ayat (1) UU-PA 
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3) Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada 
calon penggugat/permohon. 
4) Menyerahkan uang panjara tersebut kepada bendahawan perkara. 
c. Tahap Pendaftaran Perkara 
Selanjutnya calon penggugat/pemohonan menghadap para petugas 
meja II dengan menyerahkan surat gugatan/perhonan dan SKUM (Surat 
Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayar tersebut, kemudian 
petugas meja II melakukan hal-hal sebagai berikut  
1) Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan 
nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar 
maka petugas meja II membubuhkan paraf. 
2) Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah 
terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon. 
3) Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register 
induk perkara permohonan/permohonan tersebut pada buku register 
induk perkara permohonan atau register induk perkara gugatan 
sesuai dengan jenis perkarannya. 
4) Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map 
berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk 
disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.
52
 
 
 
                                                             
52 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 
Mahkamah Syar’iyyah di Indonesia, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 149. 
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d. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)  
Setelah ketua pengadilan agama menerima berkas perkara dari 
panitera, maka ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-
lambatnya 7 hari sudah harus menunjuk majelis hakim untuk memeriksa 
dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah “Penetapan Majelis Hakim‟ 
(PMH).
53
 Ketua pengadilan agama menetapkan perkara yaang harus 
diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu karena 
menyangkut kepentingan umum harus segera diasili, maka perkara itu 
didahulukan. PMH dibuat dalam bentuk “penetapan” dan ditandatangani 
oleh ketua pengadilan dan dicatat dalam register induk perkara yang 
bersangkutan. 
Selanjutnya majelis hakim bertugas untuk: 
1) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) 
2) Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh jurusita 
3) Menyidangkan perkara. 
e. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS) 
Untuk membantu majelis hakim dalam meyelesaikan perkara 
ditunjuk seorang lebih panitera sidang. Penunjukan sidang dilakukan oleh 
panitera. Untuk menjadi panitera sidang, dapat ditunjuk panitera, wakil 
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti atau pegawai yang 
ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya 
mengahadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita 
                                                             
53 Pasal 121 H.I.R. jo. Pasal 93 UU No. 7 tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 
tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 
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acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah 
hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan Panitera 
Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh panitera 
pengadilan. 
Apabila dikemudian hari, anggota majelis ada halangan untuk 
sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain yang ditunjuk 
oleh ketua pengadilan agama dan dicatat dalam BAP (Berita Acara 
Persidangan). Apabila ketua majelis berhalangan, maka sidang ditunda 
pada hari lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan 
lain), maka harus itunjuk majelis baru dengan PMH baru.
54
 Apabila 
panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yang dilainnya untuk 
mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan dilakukan 
oleh panitera pengadilan secara tertulis. 
Panitera sidang yang ditunjuk, memiliki tugas: 
1) Membantu majelis hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti 
dan mencatat jalannya sidang pengadilan. 
2) Membantu majelis hakim dalam hal: 
a) Membuat penetapan hari sidang. 
b) Membuat penetapan sita jaminan. 
c) Membuat BAP yang harus harus selesai sebelum sidang 
berikutnya. 
d) Mengetik putusan/penetapan sidang. 
                                                             
54 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar), Cet. VI, 2005 hlm. 62. 
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3) Melaporkan kepada petugas meja II untukdicatat dalam register 
perkara tentang adanya: 
a) Penundaan sidang serta alasan-alsannya. 
b) Amar putusan sela (kalau ada). 
c) Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan  
d) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya 
dalam proses perkara yang ditanda tangganinya. 
4) Menyerahkan berkas perkara kepada petugas meja III apabila telah 
selesai diminutasi.
55
 
f. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS) 
Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-
sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian 
menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan sidangkan 
serta memerintahkan agar pihak dipanggil untuk datang menghadap pada 
hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu. Kepada para pihak 
diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan 
bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut 
dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditganda tangani oleh hakim 
ketua majelis. 
Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus 
dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan. Demikian 
juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan 
                                                             
55 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dam 
Mahkamah Syariyah Di Indonesia, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm.152. 
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penundaaannya tidak boleh luput dicatat dalam buku register, begitu juga 
upaya hukum dan akta cerai dalam perkara cerai talak dan cerai gugat 
harus tercantum dalam buku register perkara gugatan/permohonan 
tersebut.
56
 
g. Tahap pemanggilan para pihak  
Berdasarkan perintah hakim/ketua majelis didalam PHS, jurusita/ 
jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan atau pemberitahuan 
disampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan relaas atau 
berita acara pemanggilaan. Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan 
sebagai akta autentek, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-
undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal 
tercantum dalam relaas dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan 
sebaliknya. 
Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi 
dan patut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: 
1)  Dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah. Dengan 
catatan jurusita/jurusita pengganti hanya berwenang untuk 
melakukan tugasnya didalam wilayah hukum pengadilan agama 
yang bersangkutan. 
2) Dilaksanakan langsung kepad pribadi yang dipanggil ditempat 
tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinngalnya, maka 
panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila 
                                                             
56 Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada 
Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Perss, 2009, hlm. 70. 
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yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan 
kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat 
diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan 
lewat perwakilan RI setempat mealalui Departemen Luar Negeri RI 
di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat 
gugatan yang diajukan oleh penggugat. 
3) Jarak antara hari pemanggilan waktu yang patut dengan hari 
persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, sekurang-
kurangnya 3 hari kerja.
57
 
h. Tahap Proses Persidangan  
Adapun proses beracara di peradilan agama yang dilakukan di 
depan sidang pengadilan secara sistematik harus melalui beberapa tahap 
berikut yakni: pertama, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak 
yang berperkara; kedua, pembacaan surat gugatan/permohonan; ketiga, 
jawaban tergugat/termohon; keempat, Replik (tangkisan atas jawaban) 
dari penggugat/pemohon; kelima, duplik dari tergugat/termohon 
(tangkisan atas replik);keenam pembuktian; ketujuh kesimpulan dan 
kedepalan, tahapan putusan atau penetapan dari majelis hakim. 
1) Sidang pertama  
Pada sidang yang telah ditetapkan dan para pihak telah 
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan 
                                                             
57 Pasal 103 (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
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pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, 
yaitu: 
a) Penggugat/pemohon tidak hadir, sedang tergugat/termohon hadir. 
Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:  
(1) Menyatakan gugatan/permohonan gugur 
(2) Menunda sidang sekali lagi untuk memanggil penggugat/ 
pemohon. 
Gugatan dinyatakan gugur apabila: 
(1). Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi. 
(2). Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh 
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbukti bahwa 
ketidakhadirnya itu alasan yang sah.  
(3). Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal 
ini, penggugat/pemohon baru dengan membayar lagi panjar 
biaya perkara, atau mengajukan banding.
58
 
b) Tergugat/termohon tidak hadir, sedang penggugat/pemohon hadir 
maka hakim dapat bertindak sebagai berikut: 
(1) Menunda persidangan untuk pemanggilan tergugat/termohon 
sekali lagi, atau 
(2) Menjatuhkan putusan verstek, karena tergugat/termohon 
dinilai ghoib. 
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Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila: 
(1) Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi. 
(2) Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang tidak menyuruh 
orang lain sebagai wakilnya serta terbukti bahwa ketidak 
hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu yang berhalangan atau 
alasan yang sah. 
(3) Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon 
putusan dalam hal ini hakim menasehati agar penggugat/ 
pemohon mencabut kembali gugatannya. Jika tidak berhasil 
maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat/pemohon tetap 
mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka 
hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan 
kemudian menjatuhkan putusanya diluar hadirnya tergugat 
(verstek). 
c) Tergugat/termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban. 
Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak 
pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) 
bahwa pengadilan agama yang bersangkutan tidak berwenang 
untuk menagadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperiksa oleh 
hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat/pemohon. 
Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahwa 
gugatan tidak diterima dengan alasan pengadilan agama tidak 
berwenang mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dinilai 
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tidak benar, maka hakim memutus dengan verstek biasa. Apabila 
tergugat kemudian mengajukan verzet dan di dalam verzet itu 
mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali 
eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara 
tersebut bukan wewenang pengadilan agama, maka eksepsi harus 
diterima tersebut harus menyatakan diri tidak berwenang. 
d) Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sama-sama tidak 
hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para 
pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau 
verstek atau perkara dapat diperiksa. 
e) Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon sama-sama hadir 
dalam persidangan maka hakim sebelum persidangan wajib 
mendamaikan para pihak. 
2) Upaya perdamaian  
Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para 
pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) No. 1 tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan 
kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator 
yang ada di pengadilan di pengadilan atau mediator hakim yang 
memenuhi syarat.
59
 Dan kemudian (mediator) wajib melaporkan 
hasil dan mediasinya. Karena pada prinsipnya upaya hakim untuk 
mendamaikan bersifat imperratif. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 
                                                             
59 Ahmadi Hasan, Pemberdayaann Mediasi Syariah Dalam Kerangka Penyelesaian 
Sengketa, Dalam Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan, No 69, 2009, hlm 189. 
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131 ayat (1) HIR, yang menyatakan: jika hakim tidak berhasil 
mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut harus ditegaskan dalam 
berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita 
acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung 
cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum.
60
 
i. Penundaan hari sidang 
Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang 
pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. 
Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasikan kepada 
kedua belah pihak di hadapan persidangan hari itu, sekaligus 
pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada 
persidangan berikutnya. 
Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka ketua 
majelis hakim memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk 
memberitahukan penundaan persidangan harus dicatat dalam buku 
register induk perkara yang bersangkutan baik mengenai hari, tanggal 
dan jam penundaan maupun alsan penundaannya. 
j. Hak ingkar (Wraking) terhadap hakim 
Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang 
diadili perkaranya. Maksudnya hak untuk mengajukan keberataan yang 
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disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili 
perkaranya.
61
 
Dalam pasal 29 ayat 3 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman dijelaskan bahwa, seorang bahwa wajib mengundurkan diri 
dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah 
bercerai. Hal ini agar peradilan dapat dilakukan secara objektif dan tidak 
memihak. 
Apabila diketahui hakim yang akan menyidangkan terkait 
hubungan-hubungan sebagaimana tersebut diatas dengan pihak-pihak 
yang berperkara dan tidak mengundurkan diri, maka ketua Pengadilan 
Agama harus memerintahkan hakim tersebut untuk mundur. Apabila 
hakim tersebut adalah ketua pengailan sendiri, maka perintah 
pengunduran dilakukan oleh ketua pengadilan tingkat banding, apabila 
hakim yang seharusnya mengundurkan diri masijh tetap melakukan 
pemeriksaan dan sampai pada putusan, maka perkara harus segera 
diperiksa dan diputuskan ulang dengan susunan majelis yang berbeda, 
dan putusan yang telah terlanjur diucapkan menjadi batal demi hukum.  
k. Perubahan dan Pencabutan Gugatan. 
Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal 
diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak, tetapi hal tersebut 
harus disampaikan pada pihak lawan guna pembelaaan kepentingannya. 
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Perubahan dan penambahan surat gugatan sifatnya adalah 
menyempurnakan, menjelaskan atau menegaskan. Dalam perubahannya 
tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain 
materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. 
Kecuali jika diizinkan oleh tergugat. 
Apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum, harus 
dicatat dalam BAP dan register induk perkara yang bersangkutan. 
Gugatan dapat di cabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. 
Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban, 
maka pencabutan perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi 
jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari 
tergugat. 
l. Jawaban tergugat 
Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi tergugat untuk 
menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa tergugat dapat 
menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun 
jawaban tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi dapat berupa 
pengakuan (vorweer). Apabila tergugat tidak mengakui dan tidak 
membantah, melain kan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksaan 
hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan 
pengakuan, sehingga gugatnnya penggugat dikabulkan, tergugat masih 
berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding. 
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m. Replik penggugat  
Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya 
adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan 
(replik) atas jawaban tergugat sesuai pemndapatnya. Kemungkinaan 
dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan 
menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskan dalil-
dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan 
membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat. Pada tergugat. 
Pada persidangan (praktik) replik dapat diajuukan secara lisan maupun 
secara tertulis. 
n. Duplik tergugat  
Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan 
oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus replik 
penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat 
in person maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat juga dapat 
diajukan secara lisan maipun tertulis. 
Untuk acara jawab (replik duplik) ini dapat diulangi sampai pada 
titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai 
masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.  
o. Pembuktian  
Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada 
pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerdata). 
Bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni: 
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“barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyatakan sesuatu 
perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantahkan 
adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya atau 
adanya kejadian itu”. Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai arti, 
yaitu arti luas dan arti yang terbatas.
62
  
Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu 
misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan 
ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang 
dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan antara penggugat dan 
tergugat adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat 
kesimpulan hakim dengan syarta-syarat bukti yang sah. Sedangkan arti 
terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh 
tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. 
63
 
Alat-alat bukti menurut 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerdata 
adalah sebagai berikut: 
1) Surat 
2) Saksi 
3) Persangkaan 
4) Pengakuan 
5) Sumpah 
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p. Kesimpulan (konklusi) para pihak  
Dalam tahapan ini penggugat/pemohon maupun 
tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir 
yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut 
pandangan masing-masing. 
q. Musyawarah majelis hakim 
Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup 
untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3, 4, 5) UU No. 4 tahun 
2004 tentang kekuasaan kehakiman. Semua pihak hadirin diperintahkan 
meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik di saat 
musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil 
musyawarah majelis tersebut tidak boleh bocor sampai ia ucapkan dalam 
keputusan yang terbuka untuk umum.  
Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari 
ruang sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yang 
menyatakan “sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim dan 
dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk 
meninggalkan ruangan, lalu palu diketukkan satu kali.
64
 
Hasil musyawarah majelis hakim ditanda tangani oleh semua 
hakim tanpa panitera sidang ini merupakan lampiran dari Berita Acara 
Persidangan dan inilah yang akan dituangkan dalam diktum keputusan . 
jika musyawarah majelis hakim tersebut sekaligus merupakan tutup 
sidang untuk terakhir kali itu maka kalimat yang diucapakan majleis 
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hakim adalah “sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim, yang 
dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali 
ini akan dinyatakan di tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”, 
lalu palu diketukkan tiga kali.
65
 
r. Putusan atau penetapan  
Hakim tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan hakim. 
Putusan ialah penyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 
dan diucapkan oleh hakim dalm sidang terbuka untuk umum, sebagai 
hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontesius). Sedangkan untuk 
pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusan namun untuk 
penetapanhakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan 
(voluntair) 
Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yaitu pertama yang 
bersifat penghukuman atau kondemnatoir, yang kedua bersifat 
menciptakan atau meniadakan sesuatu atau konstitutif dan ketiga bersifat 
menerangkan atau menjelaskan atau disebut juga dengan deklaratoir.
66
 
Pada dasarnya pelaksanaan sidang keliling sama dengan sidang 
biasa di gedung Pengadilan Agama baik dari penerapan hukum acara, 
teknis peradilan dan administrasi. Perbedaannya adalah pada pelayanan 
kepada kepada pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu 
khususnya yang rumah tinggalnya jauh dari pengadilan.  
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Pada penentuan sidang keliling dikenal dengan istilah sidang tetap 
dan sidang sidang keliling insidental. 
1) Sidang keliling tetap  
Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilakukan 
secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan 
secara rutin dalam setisp tahun Surat Keputusan Ketua Muda 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013. Kriteria yang dijadikan 
pertimbangan dengan penentuan sidang keliling adalah sebagai berikut:  
a) Daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor 
pengadilan di wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan 
tersebut berkedudukan  
b) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang 
masih dalam wilayah yuridiksi. 
c) Daerah yang fasilitas sarana transportasi yang sangat sulit 
terjangkau. 
d) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan 
tinggi biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. 
e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara 
selama 3 bulan terakhir.  
Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh ketua 
pengadilan tinggi agama setelah persetujuan dari Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atas 
asal usul ketua pengadilan setempat. 
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2) Sidang keliling insidental  
Adalah sidang yang dilakukan sewaktu-waktu diluar sidang 
keliling tetap atas permintaan atau usul dari: 
a) Masyarakat setempat. 
b) Pemerintah daerah setempat atau kepala desa/kelurahan. 
c) Instansi pemerintah lainnya. 
d) LSM yang mewakili masyarakat setempat dan, 
e) Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat. 
Sedangkan Penetapan hari sidang dilaksanakan ditetapkan oleh 
Ketua Majelis hakim sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 
tentang penetapan sidang keliling. Pemanggilan sidang dilakukan oleh 
Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai 
tata cara pemanggilan sebagaimana yang terlampir.
67
 
 Penentuan lokasi dalam pelaksanaan sidang keliling 
sebelumnya ada beberapa tahapan yaitu membuat perencanaan 
pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan selama satu tahun. 
Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan 
sidang di luar gedung pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga 
jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar 
gedung/sidang keliling pengadilan dari pihak lain (seperti untuk 
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pelayan terpadu, permintaan pemerintah daerah atau permintaan 
lembaga masyarakat sipil).
68
 
 
C. Efektivitas Hukum 
Efektifitas berasal dari istilah yaitu dampak atau akibat yang membawa 
hasil. 
69
 Menurut Serjono Soekanto, efektifitas adalah taraf yang sejauh mana 
sekelompok menggapai tujuannya.
70
 Efektifitas hukum menyoroti mengenai 
bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan.
71
.  
Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono 
Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa 
indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator 
sarana atau fasilitas dan, indikator masyarakat.
72
  
1. Hukum 
Bagaimana hukum dapat berdampak positif. Artinya norma hukum 
tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya, sehingga 
efektif. 
73
 dalam hal ini, norma-norma hukumyang mengatur tentang sidang 
keliling yang dikatakan efektif apabila norma tersebut mampu menjadi 
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70 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, (Bandung: Alumni, 
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landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi sidang keliling sehingga 
dapat mencapai tujuananya secara efektif untuk memudahkan para pihak 
berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke 
Pengadilan Agama. 
2. Penegak hukum 
Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk manapun 
menerapkan hukum. Di pengadilan agama, peran penegak hukum dipegang 
oleh hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, maka 
hakim harus mampu menjalankan perannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 
Ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
3. Sarana atau fasilitas 
Sarana atau fasilitas harus dipenuhi untuk menunjang penegakan 
hukum. Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan 
yang cukup dan seterusnya.
74
 Dalam hal ini, sarana atau fasilitas dalam 
sidang keliling meliputi anggaran pelaksanaan sidang keliling yang 
mencukupi dan ruang persidangan yang memenuhi standar dekorum ruang 
persidangan demi menjaga martabat peradilan. 
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4. Masyarakat  
Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat 
masyarakat terhadap norma hukum yang ada. Dalam hal ini, 
pendapat/tanggapan masyarakat terutama para pihak yang mengikuti sidang 
keliling yang diselenggarakan di pengadilan agama.  
Diantara indikator-indikator diatas penegak hukum merupakan 
indikator yang sangat peran dalam mencapai kefektifitasan sebuah hukum, 
sehingga dapat memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam 
hal ini penegak hukum adalah hakim dalam memutus perkara dan 
menghasilkan sebuah produk hukum. Oleh hukum karena hakim harus 
mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 
sosiologis sehingga keadilan yang diwujudkan, dicapai dan 
dipertanggungjawabkan dalam sebuah putusan amar adalah keadilan yang 
berorientasi kepada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 
justice), dan keadilan masyarakat (social justice)
75
 
Indikator-indikator diatas saling berkaitan erat satu sama lain karena 
merupakan esensi dari peengakan hukum. Indilkator-indikator tersebut 
bersifat netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari 
indikator tersebut. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PACITAN  
 
A. Profil Pengadilan Agama Pacitan  
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan  
Pengadilan Agama Pacitan  dibuat berdasarkan Staatblad tahun 
1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibukota Kabupaten dengan 
alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan . Pengadilan Agama 
Pacitan  menempati gedung permanen  dengan tipe Klas IB, dengan luas 
bangunan 250 m2 dibangun di atas tanah seluas 415 M
2
.  
Bahwa Pengadilan Agama Pacitan  berdiri pada Tahun 1969 pada 
mulanya bertempat di jalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah ke 
jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 
selanjutnya pengadilan Agama Pacitan  pindah lagi menduduki gedung 
baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal tahun 2011 
Pengadilan Agama Pacitan  menempati gedung baru yang representatif dan 
beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan 
76
  
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pacitan  
a. Visi 
“ Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung” 
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b. Misi  
1) Menjaga kemandirian badan peradilan agama. 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 
3) Meningkatkan kualitas kepemipinan di lingkungan peradilan agama. 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan agama. 
5) Menjalankan azaz peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.77 
3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Pengadilan Agama Pacitan  berdasarkan 
PERMA No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
Ketua    : 
Wakil Ketua   : Drs. Nasrulloh, S.H. 
Hakim     : Drs. Faisol Chadid. 
    : Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. 
Panitera   : Drs. Wahyudin. 
Panitera muda hukum  : Mochamad Mu‟ti . S.H. 
    : Basuki, S.T. 
    : Helmy Faqih S. KOM. 
Panitera muda gugatan  : Basrowi, S.H. 
    : Arwin Abdulhakim, S.H. 
    : Hani Rosiana 
    : Mila Maydiah, S. Pd 
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Panitera muda permohonan  : Drs. Hj Khasanah. 
    : Anita Nurhikma, S.H. 
    : Intan Rif‟atul, S.H 
Panitera Pengganti  : Drs. Wahyudin. 
    : Nasrodin, S.H. 
    : Mochamad Mu‟ti . S.H. 
    : Drs. Hj Khasanah. 
    : Basrowi, S.H. 
    : Dra. Hj. Siti Qomariyah 
    : Setyawati Istiningsih, S.H. 
    : Toni Dwi Rubianto, S.H. 
    : Dedy Rukmono, S.H. 
    : Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. 
Jurusita Pengganti  : Drs. Wahyudin. 
    : Sukirman, S.H. 
    : Eny Ernawati, S.H. 
    : Mochamad Mu‟ti . S.H. 
    : Setyawati Istiningsih, S.H. 
    : Toni Dwi Rubianto, S.H. 
    : Dedy Rukmono, S.H. 
    : Imam Rahmawan Widiyanto, S.H. 
    : Jauhar Rochman 
Sekretaris   : Sukirman, S.H. 
  
55 
Kasubag Pembinaan 
Perencanaan Teknologi Dan  
Pelaporan    : Heny Wuryaningsih  
Kasubag Organisasi Dan 
Pelaksanaan   : Eny Ernawati, S.H. 
Kasubag Umum Dan 
Keuangan   : Toni Dwi Rubianto, S.H. 
Fungsional Bendahara  : Jauhar Rochman 
4. Wilayah Hukum Dan Yuridiksi 
Pacitan  merupakan salah satu dari 38 kabupaten di propinsi jawa 
timur yang terletak di bagian selatan barat daya. Letak geografis Kabupaten 
Pacitan  antara 111
0
 06
0
 bujur timur dan 08
0
 112
0
 lintang selatan denga luas 
wilayah sebagai besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85 %, gunung-
gunung kecil dan jurang terjal yang temasuk dalam deretan pegunungan 
seribu yang membujur sepanjang selatan pulau jawa, sedangkan selebihnya 
merupakan daratan rendah. Adapun dengan batas-batas sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo 
b. Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek 
c.  Sebelah Selatan Samudra Indonesia 
d.  Sebelah Barat Kabupaten Wonogiri78 
Pengadilan Agama Pacitan  adalah meliputi wilayah 12 kecamatan, 
yaitu : 
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a. Kecamatan Donorojo 
b. Kecamatan Punung 
c. Kecamatan Pringkuku 
d. Kecamatan Pacitan  
e. Kecamatan Tulakan 
f. Kecamatan Kebonagung 
g. Kecamatan Ngadirojo 
h. Kecamatan Arjosari 
i. Kecamatan Tegalombo 
j. Kecamatan Bandar 
k. Kecamatan Nawangan 
l. Kecamatan Sudimoro 
Peradilan Pengadilan Agama Pacitan  merupakan pengadilan 
tingkat pertama dengan status kelas 1b yang dibentuk berdasarkan 
keputusan presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan agama menangani perkara 
perdata tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam  di bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan 
ekonomi syariah. Di samping memiliki tugas pokok Pengadilan Agama 
Pacitan  juga memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut:  
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan 
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 
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b. Memberikan pelayanan di bidang adminitrasi perkara banding, kasasi, 
dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 
lingkungan pengadilan agama. 
d. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum 
Islam  pada instasnsi pemerintah di wilayah hukum apabila diminta. 
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 
peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam . 
f. Waarmerking akta keahli-warisan di bawah tangan untuk pengambilan 
deposito/tabungan dan sebagainya. 
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 
hukum, memberikan pertimbangan agama, pelayanan riset/ penelitian, 
pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
79
 
5. Kondisi Umum Wilayah Pacitan  
Pacitan  merupakan salah satu dari 29 kabupaten di propinsi jawa 
timur terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan  terletak 
antara 111
0
 06
0
 bujur Timur dan 08
0
 112
0
 lintang Selatan dengan luas 
wilayah sebagai besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85 %, gunung-
gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah 
Kabupaten Pacitan  dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan 
Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, 
sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah. Kecamatan Ngadirojo 
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adalah kecamatan terluas 161,62 Km
2, 
Kecamatan Sudimoro dengan luas 
71,86 Km
2 
merupakan kecamatan terkecil.  
Secara administratif Kabupaten Pacitan terdiri 12 kecamatan dan 
166 desa, rata-rata luas tiap kecamatan 115,82 Km
2
. Dengan jarak yang 
cukup jauh menjadi faktor untuk pelaksanaan sidang keliling. Adapun 
daftar Kecamatan dan wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 
Kecamatan Donorojo terbagi 12 desa dengan jarak terjauh dari Pengadilan 
Agama Pacitan kurang lebih 29 km, Kecamatan Pringkuku terbagi 13 desa 
dengan jarak terjauh dari Pengadilan Agama Pacitan kurang lebih 12 km, 
Kecamatan Punung terbagi 13 desa dengan jarak terjauh dari Pengadilan 
Agama Pacitan kurang lebih 17 km, Kecamatan Pacitan terbagi 20 desa 
dengan jarak terdekat dari Pengadilan Agama Pacitan kurang lebih 2 km, 
Kecamatan Kebonagung terbagi 19 desa dengan jarak terjauh dari 
Pengadilan Agama Pacitan kurang lebih 25 km, Kecamatan Arjosari terbagi 
17 desa dengan jarak terjauh dari Pengadilan Agama Pacitan kurang lebih 
16 km, Kecamatan Tulakan terbagi 16 desa dengan jarak terjauh dari 
Pengadilan Agama Pacitan kurang lebih 25 km, Kecamatan Nawangan 
terbagi 9 desa dengan jarak terjauh dari Pengadilan Agama Pacitan kurang 
lebih 37 km, Kecamatan Bandar terbagi 8 desa dengan jarak terjauh dari 
Pengadilan Agama Pacitan kurang lebih 44 km, Kecamatan Tegalombo 
terbagi 11 desa dengan jarak jauh dari Pengadilan Agama Pacitan kurang 
lebih 36 km, Kecamatan Ngadirojo terbagi 18 desa dengan jarak terjauh 
dari Pengadilan Agama Pacitan kurang lebih 37 km, Kecamatan Sudimoro 
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terbagi 10 desa dengan jarak terjauh dari Pengadilan Agama Pacitan kurang 
lebih 53 km.
80
 
Berdasarkan ketinggian 50 mdpl ke bawah yaitu: kecamatan 
Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro. Tujuh kecamatan sisanya berada di 
ketinggian lebih dari 300 mdpl dengan kecamatan Bandar adalah paling 
tinggi yaitu mencapai 946 mdpl. Jika dilihat dari geografisnya, Pacitan 
mempunyai masing-masing wilayah yang berpotensi di bidang pertanian, 
perikanan, maupun pariwisata.
81
  
 
B. Pelaksanaan dan Penetapan Sidang Keliling di Pengadilan Agama 
Pacitan  
1. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Pcitan  
Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung untuk 
masyarakat yang mempunyai hambatan untuk datang ke kantor pengadilan 
agama dengan alasan jarak, biaya dan transportasi pelayanan sidang 
keliling Pengadilan Agama Pacitan  sebagai pelayanan untuk memperoleh 
akses hukum bagi para pencari keadilan.  
Berdasarkan letak geografis Kabupaten Pacitan  yang mayoritas 
daerah pegunungan, tidak terjangkau dan terpencil, Pengadilan Agama 
Pacitan  mempunyai inisiatif untuk melaksanakan persidangan secara 
berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah 
hukum yang menjadi kewenangannya, selain itu persidangan tersebut 
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dilaksanakan sebagai program kerja setiap tahun, juga merespon suara 
masyarakat dengan mewujudkan kemudahan dalam mencari keadilan di 
daerah yang sangat jauh. 
Untuk melaksanakan Sidang keliling di Pengadilan Agama 
Pacitan  Tahun 2018, diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 
Agama Pacitan  Nomor : W13-A28/494/Hk.00.8/SK/IV/2018 Tanggal 02 
April 2018 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Presidentil Wilayah 
Hukum Pengadilan Agama Pacitan . 
Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rasidi 
Hakim Pengadilan Agama Pacitan  menyatakan bahwa latar belakang 
dalam melaksanakan sidang keliling selain dana dari pusat dan merupakan 
program kerja dan juga meringankan para pihak agar para pihak 
mengurangi dana dan transportasi dan bagi hakim sendiri untuk sekali-kali 
melaksanakan sidang keliling di luar pengadilan. Dan bisa dikatakan ada 
beberapa wilayah yang jauh dari Pengadilan Agama seperti Kecamatan 
Bandar dan Kecamatan Nawangan itulah mengapa perlu untuk melakukan 
sidang keliling atau sidang diluar gedung, karena sebagai masyarakat 
sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
seperti warga Indonesia lainnya yang mana perlu segera mendapatkan 
keadilan dan kepastian hukum 
82
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2. Tata Cara Persidangan  
a. Upaya perdamaian 
Upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim apabila 
kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui 
proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang 
berperkara menghadap mediator yang ditunjuk.  
Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua 
majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penggugat/ 
pemohon asal (imperson). Untuk mediasi advokat (kuasa hukum) 
harus mendatangkan pihak secara (impersoon), tetapi dalam kondisi 
tertentu dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa 
istimewa. 
Namun apabila pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, 
upaya perdamaian dilakukan oleh majelis hakim dengan cara 
menasehati pihak penggugat/pemohon dalam persidangan. 
b. Pembacaan surat gugatan/permohonan 
Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakan setelah 
pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Dan 
ketika pada saat dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, 
pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut dilakukan setelah 
diupayakan perdamaian memalui proses mediasi namun tidak 
berhasil. 
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c. Jawab-menjawab  
Tahap pemeriksaan jawab-menjawab dilaksanakan setelah 
pembacaan surat gugatan/permohonan dan pihak penggugat/ 
pemohon telah menyatakan cukup atas surat gugatan/permohonannya. 
Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila dalam 
jawabannya terdapat gugatan balik (rekonpensi), pihak tergugat 
rekonpensi diberikan hak jawab rekonpensinya. 
d. Pembuktian  
Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dalam surat 
gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mengajukan alat-
alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Bukti tertulis pada 
lazimnya berupa keterangan domisili dari kepala desa setempat dan 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), keduanya untuk membuktikan 
tentang haknya dalam mengajukan perkara di wilayah hukum 
Pengadilan Agama Pacitan . Sedangkan untuk membuktikan hal-hal 
yang berkaitan dengan alasan gugatan/permohonan menghadapkan 
saksi-saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan yang 
terlebih dahulu melafadlkan sumpah/janji. 
Terhadap perkara percerian (cerai gugat/cerai talak), saksi-
saksi dihadirkan dari pihak keluarga baik keluarga penggugat/ 
pemohon maupun keluarga tergugat/termohon yang didudukkan 
sebagai saksi maupun diangkat sabagai hakam. Karena alasan 
gugatan dari awal sudah syiqoq/perselisihan maka dapat diangkat 
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hakam. Pengangkatan hakam dilakukan setelah pembuktian selesai, 
baru para pihak menunjuk hakam, selanjutnya majelis hakim 
menunjuk hakamain dijelaskan permasalahan antara para pihak 
kepada hakamain untuk melakukan perdamaian. Demikian pula 
dengan pihak tergugat/termohon diberikan hak yang sama untuk 
mengajukan kontrabukti guna menguatkan dalil maupun alasan 
bantahannya. 
e. Kesimpulan  
Setelah tahap pembuktian selesai pemeriksaan dilanjutkan 
dengan memberikan kesempatan pada kedua belah pihak berperkara 
untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan. Kesimpulan 
tersebut dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis yang 
menggambarkan tentang kejadian-kejadian dari keseluruhan 
pemeriksaan dalam persidangan sampai pada kesimpulan pihak 
berperkara untuk tetap teguh dalam dalil, alasan dan tuntutannya 
dengan memohon putusan yang seadil-adilnya.  
f. Musyawarah majelis hakim  
Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah seluruh tahapan 
pemeriksaan dalam persidangan selesai dengan cara sidang 
dinyatakan diskors dan majelis hakim mengadakan musyawarah dalam 
sidang khusus tertutup untuk umum. Musyawarah majelis hakim 
bersifat rahasia, maka hanya diikuti oleh majelis hakim, panitera 
pengganti tidak ikut dalam musyawarah majelis hakim.  
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g. Pembacaan penetapan/putusan.  
Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketua majelis 
hakim membuka sidang kembali, dengan menyatakan sidang dibuka 
dan terbuka untuk umum, kedua belah pihak berperkara dipanggil 
kembali untuk masuk ke ruang persidangan, kemudian ketua majelis 
hakim membacakan hasil musyawarahnya dengan membaca 
penetapan atau putusan. 
Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusan tersebut 
terdapat pihak yang tidak hadir, ketua majelis hakim memerintah 
kan kepada jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Pacitan  
untuk menyampaikan isi penetapan/putusan tersebut kepada pihak 
yang tidak hadir, dengan memberitahukan pada pihak-pihak bahwa 
terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. 
3. Data perkara dalam sidang keliling  
Dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pacitan , 
penulis mendapatkan data perkara tahun 2016 yang masuk ada 49 dalam 
jumlah perkara tersebut, perkara yang diputus selama sidang keliling 
adalah 47 sedangkan perkara yang belum diputus dalam sidang keliling 
adalah 2 Perkara yang belum diputus dalam sidang keliling sudah selesai, 
maka perkara tersebut diteruskan persidangan di kantor pengadilan. 
Ditahun 2017 data perkara yang masuk 68, perkara yang putus selama 
sidang keliling 43 sedangkan belum putus terdapat 25 perkara. Dalam 
memutuskan 1 perkara ini di perkirakan waktu 11 hari dalam artian selama 
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3-4 bulan bulan perkara sudah selesai mulai dari tahap pendaftaran para 
pihak sampai sampai dengan tahap putusan.
83
 
Pengadilan Agama Pacitan  rata-rata dua kali persidangan untuk 
menyelesaikan perkara, dibanding rata-rata tiga kali persidangan pada 
Pengadilan Agama yang lain dengan menyelesaikan perkara dengan 
jumlah besar tersebut dengan rata-rata 3-4 bulan sejak hari tanggal perkara 
didaftarkan sampai dengan tanggal para pihak menerima akta cerai.
84
 
4. Lokasi pelaksanaan, Petugas Pelaksana dan Jadwal  
Pada tahun 2018 sidang keliling diselenggarakan di 1 (satu) 
Kecamatan yakni di Kecamatan Ngadirojo bertempat di Kantor Balai Desa 
Tanjungrejo sebagai pertimbangan bahwa lokasi tersebut adalah jauh dari 
Kantor Pengadilan Agama dan paling banyak perkaranya. Sesuai dengan 
surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan  tentang tim sidang 
keliling Di Kecamatan Ngadirojo tahun anggaran 2018 ada 1 satu majelis 
yang dibantu panitera, panitera pengganti dan mediator. Mengenai nama-
nama tim pelaksana dan jadwal sidang sebagaimana terlampir.
85
 
Proses persidangan pada Sidang Keliling yang dilaksanakan di 
kantor Balai Desa adalah sebagai berikut: 
a. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para 
pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan; 
b. Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara, diantaranya:  
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1) Surat gugatan/Surat Permohonan  
2) SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)  
3) Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil (bila dengan kuasa)  
4) PMH (Penetapan Majelis Hakim)  
5) Penunjukan Panitera Pengganti  
6) Penetapan Hari Sidang 
7) Penunjukan Jurusita Pengganti  
8) Pemanggilan Para Pihak. 
c. Apabila pada sidang pertama, pihak lawan (Tergugat/Termohon) tidak 
hadir maka, sidang ditunda untuk memanggil pihak (Tergugat/ Termohon) 
sekali lagi. 
d. Apabila pada sidang kedua, pihak lawan (Tergugat/Termohon) tidak 
hadir, sedangkan pihak lawan (Tergugat/Termohon) tersebut telah 
dipanggil secara sah dan patut, maka ketua majelis hakim menanyakan 
sikap pihak berperkara, apakah gugatan/permohonannya akan tetap 
dilanjutkan atau dicabut, dan apabila tetap diteruskan maka majelis hakim 
berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak 
penggugat/pemohon. 
e. Apabila perdamaian gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok 
perkara, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan/permohonan, 
serta menanyakan kepada penggugat/pemohon apakah ada tambahan atau 
cukup dalam surat gugatan/permohonannya. 
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f. Apabila dalam sidang kedua tersebut pihak berperkara telah 
menyiapkan alat-alat buktinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan 
pada tahap pembuktian untuk memeriksa alat bukti tertulis maupun 
saksi-saksi. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap 
kesimpulan. Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah majelis 
hakim, dan setelah musyawarah majelis hakim selesai. Ketua majelis 
membacakan putusan dengan tanpa dihadiri pihak lawan (verstek). 
g. Apabila pada sidang kedua pihak lawan (Tergugat/Termohon) hadir, 
sebelum memeriksa pokok perkara ketua majelis berusaha 
mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara melalui proses 
mediasi, dengan cara memerintahkan kepada kedua belah pihak 
berperkara tersebut menghadap mediator 
h. Apabila pada sidang ketiga, kedua belah pihak berperkara hadir, ketua 
majelis hakim membacakan hasil mediasi. Apabila proses mediasi 
berhasil pihak penggugat/pemohon mencabut gugatan/permohonan 
nya. Namun jika gagal, pemeriksaan dimulai dengan membacakan 
surat gugatan/ permohonan. Dan apabila pihak lawan sudah siap 
dengan jawabannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan jawaban 
dari pihak Tergugat/ termohon. Namun apabila pihak lawan belum siap 
jawabannya maka sidang ditunda. 
i. Apabila pada sidang berikutnya kedua belah pihak berperkara hadir, 
pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap jawab-menjawab (Replik- 
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duplik), pemeriksaan alat bukti (bukti tertulis maupun saksi-saksi), 
kesimpulan, musyawarah majelis hakim, serta pembacaan putusan. 
j. Apabila pemeriksaan perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), 
keseluruhan pemeriksaan (pembacaan surat gugatan/permohonan, 
jawab- menjawab, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan) dilakukan 
dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, sedangkan pada 
saat pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. 
Apabila pemeriksaan cerai talak, setelah perkara tersebut 
mempunyai kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak yang 
berperkara (pemohon dan termohon) dipanggil untuk sidang 
pengucapan ikrar talak, terhadap perkara cerai talak yang diikrarkan 
tersebut ketua majelis hakim menjatuhkan penetapan yang 
menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon putus 
karena perceraian 
5. Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana dalam sidang keliling dengan dekorum ruang 
sidang di kantor Pengadilan Agama diantaranya:
86
 
a. Perlengkapan Majelis  
b. Taplak meja sidang berwarna hijau 
c. Palu sidang 
d. Perlengkapan sumpah 
e. Bendera merah putih 
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f. Bendera pengadilan  
Ruangan dan perlengkapan meja dan kursi sudah tersedia di balai 
desa untuk ditempati pelaksanaan sidang keliling.  
Untuk pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pacitan  
tahun 2018. Setelah melakukan berbagai persiapan awal dan mendata para 
pihak berperkara dengan nomor antrian sidang, tepat 09.00 WIB Ketua 
Majelis Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
Satu persatu para pihak yang berperkara di panggil masuk ke ruang sidang 
sesuai dengan urutan dan selama proses persidangan berlangsung, para 
pencari keadilan secara khidmat dan tertib menunggu giliran sidang. 
Dalam surat keputusan ketua Pengadilan Agama Pacitan  tersebut telah 
ditunjuk majelis hakim sebagai berikut: 
a. Drs. Nasrulloh S.H:  sebagai Hakim Ketua 
b. Drs Faishol Chadid:  sebagai Hakim Anggota 
c. Drs. Ahmad Rasidi, SH.,MH:  sebagai Hakim Anggota 
Sedangkan Panitera Pengganti 
a. Imam Rahmawan:   sebagai Panitera Pengganti 
b. Toni Dwi Rubinanto:  sebagai Panitera Pengganti 
c. Setyawati Istiningsih:  sebagai Panitera Pengganti 
d. Dra. Siti Qomariyah:  sebagai Panitera Pengganti 
e. Moch. Mu‟ti, SH:   sebagai Panitera Pengganti 
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Sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan 
Agama Pacitan , telah dipilih di kantor Balai Desa Tanjungrejo Kecamatan 
Ngadirojo Kabupaten Pacitan  dengan didasarkan pertimbangan: 
a. Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan , termasuk 
daerah minim di bidang transportasinya. 
b. Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan  
merupakan daerah pegunungan yang rata-rata masyarakatnya awam 
dibidang hukum 
c. Daerah tersebut adalah daerah relatif banyak perkara bila dibanding 
dengan daerah lainnya. 
d. Daerah Tanjungrejo dapat dijangkau oleh daerah lain di wilayah 
hukum Pengadilan Agama Pacitan  namun dapat menempuh 
perjalanan yang relatif lama. 
Pertimbangan tersebut senada apa yang dikatakan oleh Bapak 
Ahmad Rasidi bahwa tujuan utama untuk membantu masyarakat agar tidak 
terlalu jauh dalam menempuh perjalanan dari rumahnya.
87
 
Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang 
keliling, akan tetapi karena keterbatasan sidang keliling, namun dalam 
prakteknya di Pengadilan Agama Pacitan  perkara yang sering diajukan 
melalui sidang keliling, diantaranya adalah: 
a. Cerai gugat :  gugatan cerai diajukan oleh pihak istri 
b. Cerai talak :  permohonan cerai yang diajukan oleh suami 
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c. Dispensasi Kawin :  bagi laki-laki yang belum berumur 19 tahun 
dan bagi perempuan belum mencapai umur 16 
tahun.
88
 
Dengan pertimbangan pengadilan agama maka dapat membuka 
lapak di desa Tanjungrejo dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam 
mendapatkan akses pelayanan hukum dari pengadilan dan itu ada 
anggarannya. Pelaksanaan tergantung kepada anggaran DIPA yang 
berfungsi untuk pelayanan terpadu sidang keliling, namun DIPA dalam 
mengeluarkan anggaran tersebut sedikit sehingga pada tahun 2018 dan 
hanya diadakan dua kali di satu kecamatan. Pengadilan Agama Pacitan  
mempunyai progres dalam pelaksanaan 2 minggu sekali sekali dalam 
sidang keliling yang dilaksanakan setiap hari senin. Namun setidaknya 
dalam adanya sidang keliling adanya bagian pelaksanaan program justice 
dan justice for poor.  
Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling 
yang dilaksanakan di desa Tanjungrejo terdapat pendukung pendukungnya 
Faktor pendukung dinilai dari ketepatan waktu, keefektifitas, proses yang 
cepat, sarana prasarana dan dalam melaksanakan sidang keliling, 
Pengadilan Agama dibantu oleh beberapa penjabat baik dari perangkat 
desa maupun camat, karena sebelum melaksanakan sidang keliling di desa, 
aparat desa sudah mendata warganya siapa saja ang mendaftar dan akan 
mengikuti sidang, kemudian petugas desa melaporkan ke pihak pengadilan 
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untuk kemudiam Ketua Pengadilan Agama menindaklanjuti dengan 
menunjuk hakim yang akan menangani perkara yang disidangkan. Hal ini 
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 yang 
menyatakan ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengna 
pejabat dan para pihak terkait agar pelaksanaa sidang keliling berjalan 
secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independesi dan martabat 
lembaga peradilan
89
 
Sebagaimana penuturan yang Bapak Ahmadi bahwa dalam 
pelaksanaan sidang keliling sejauh ini tidak ada kendala dan lancar saja, 
justru masyarakat merasa terbantu dalam memperoleh keadilan, tidak ada 
faktor penghambat dalam melaksanakan sidang keliling ini, yang 
terpenting ialah bagi para pihak yang akan bercerai sudah memenuhi 
syarat perceraian yang diajukan maka sidang pun berjalan lancar. 
Sebagaimana pendukung dalam pelaksanaan sidang keliling ini ada 
beberapa aparat desa yang telah membantu dalam pelaksanaan sidang 
keliling, karena sidang keliling tersebut merupakan kerjasama antara pihak 
pengadilan agama dan aparat desa setempat. 
90
 
Program sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama 
Pacitan  ternyata disambut baik oleh para pencari keadilan. Sidang keliling 
yang kedua dilaksanakan Di Balai Desa Tanjungrejo Kecamatan 
Ngadirojo Kabupaten Pacitan  pada hari Senin 14 Mei 2018. Pada sidang 
kali ini perkara yang disidangkan sebanyak 12 perkara, menurut Moch 
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Mu‟ti Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pacitan  jumlah perkara kali 
ini sedikit daripada sidang keliling sebelumnya, dari 12 perkara tersebut 
sebanyak 9 perkara cerai gugat dan 3 perkara cerai talak. 
Sidang keliling sejauh ini diminati khususnya bagi pencari keadilan 
untuk mengikuti sidang keliling. Sebagaimana manfaat dari sidang keliling 
ini dilaksanakan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu para 
pihak memperoleh banyak manfaat seperti biaya transportasi yang lebih 
ringan, lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal dan menghemat 
waktu. Manfaat dari sidang kelling hanya pelayanan bagi masyarakat yang 
merasa tempatanya jauh dari dari kantor pengadilan dan pelayanan ini ada 
dalam SEMA. 
91
 
Pelaksanaan Sidang keliling dimaksudkan untuk mewujudkan 
proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang 
sudah tertera pada SK TUADA tentang pedoman sidang keliling. Dengan 
adanya sidang keliling yang di adakan Pengadilan Agama Pacitan  tentang 
penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka penulis akan 
memberikan gambaran mengenai efektivitas sidang keliling terhadap 
penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Faisol 
Chadid, yang menyatakan bahwa : 
“terkait sidang keliling dalam program Mahkamah Agung harus 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena itu sudah menjadi 
tugas. Untuk kedepannya semoga setiap tahun kami mendapatkan 
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anggaran sidang keliling, sehinngga semua kecamatan radius jauh 
mendapatkan kebagian sidang keliling, saya juga berharap sidang 
keliling tetap jalan karena untuk memudahkan masyarakat bagi 
yang rumah jauh” 
 
Pengadilan Agama Pacitan  juga menjalankan misi yang ada pada 
poin ke kelima yaitu “Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya 
ringan, cepat dan transparan”. Sederhana yang dimaksudkan disini adalah 
proses berperkara yang tidak berbelit-belit, cepat adalah menunjuk kepada 
jalannya Peradilan, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan 
maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Dengan adanya 
sidang keliling yang di adakan Pengadilan Agama Pacitan  tentang 
penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka penulis akan 
memberikan gambaran mengenai efektivitas sidang keliling terhadap 
penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan : 
a. Asas Sederhana. 
Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan 
tidak berbelit- belit dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa 
cukup diselesaikan melalui satu lembaga Peradilan). Semakin sedikit 
dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan 
dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak 
formalitas yang susah difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya 
berbagai penafsiran yang berbeda, kurang menjamin adanya kepastian 
hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di 
muka Pengadilan.  
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Ketika sidang keliling dilaksanakan di Kecamatan Ngadirojo 
banyak masyarakat yang antusias, seperti halnya yang dirasakan oleh 
ibu  Mawar (disamarkan) yang mengatakan : 
“ternyata sidangnya mudah dan tidak susah aku pikir dulu 
bercerai itu susah”.92 
 
Dalam sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama 
Pacitan  peserta sidang yang menghadiri persidangan dengan pakaian 
kesehariannya dan tidak terlalu mengganggu aktifitas keseharian 
mereka yang biasanya apabila masyarakat yang hendak menghadiri 
sidang, dia harus meluangkan waktunya seharian penuh bahkan bisa 
berhari-hari karena perjalanan ke kantor Pengadilan Agama yang jauh 
di Kota dan kemudian pada saat mereka tiba di Pengadilan Agama 
Pacitan  mereka harus antri lagi menunggu jadwal persidangan mereka. 
Walaupun Hukum acara yang digunakan pada kantor Pengadilan 
Agama Pacitan  dan di lokasi sidang keliling tetap sama akan tetapi 
proses berperkara pada sidang keliling memberikan kemudahan-
kemudahan terhadap masyarakat, diantaranya proses administrasi yang 
sederhana. Pada pendaftaran perkara ada yang mendaftarkan perkara 
secara langsung ke Pengadilan Agama Pacitan  melalui Ketua Kantor 
Urusan Agama Kabupaten Pacitan  dan ada juga melakukan 
pendaftaran dilokasi sidang keliling, yaitu masyarakat dikumpulkan 
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, selanjutnya 
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petugas dari Pengadilan Agama Pacitan  yang datang melakukan 
pendaftaran sehingga sidang keliling terlaksana dengan lancar. 
b. Asas Cepat 
Cepat ialah menunjuk kepada jalannya Peradilan, terlalu 
banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan. 
Dalam hal ini bukan hanya jalannya Peradilan dalam pemeriksaan di 
muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara 
pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh 
Hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak 
bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh 
para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses 
Peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan 
menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan, dengan begitu 
masyarakat pun merasa puas dengan pelayanan hukum dari Pengadilan 
Agama Pacitan  seperti yang dikatakan oleh ibu Puji yang menyatakan  
“pelaksanaan sidang cerai itu lama dek perlu beberapa hari 
sampai bulanan, ternyata dengan program sidang keliling ini 
hanya butuh dua hari alhamdulillah sidang cerai saya selesai 
dek”.93  
 
Masyarakat dengan permasalahannya masing- masing pada 
umumnya menginginkan adanya pelayanan dan kepastian hukum 
secepatnya sehingga permasalahan yang mereka hadapi tidak berlarut-
larut. Berkaitan dengan hal tersebut, sidang keliling yang dilakukan 
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Pengadilan Agama Pacitan  merupakan jawaban dari keinginan 
masyarakat untuk secepatnya menyelesaikan permasalahannya, hal 
tersebut tercermin dalam pelayanan sidang keliling yang diawali 
kegiatan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan , 
dimana Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan  
menyampaikan dan mengumpulkan masyarakat, dan selanjutnya 
petugas dari Pengadilan Agama Pacitan  melajutkan proses 
pendaftaran, yang diawali dengan penyerahan permohonan atau 
gugatan oleh masyarakat kemudian mereka membayar biaya perkara di 
Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Setelah proses 
kelengkapan berkas perkara selesai dan penetapan hari sidang dari 
Ketua Majelis, maka Jurusita melaksanakan penggilan sidang kepada 
pada masyarakat. Pada hari persidangan yang telah ditentukan, 
persidangan dilaksanakan sebagaimana layaknya persidangan di 
gedung Pengadilan Agama Pacitan . Kemudian yang berkaitan dengan 
proses jalannya persidangan pada sidang keliling apabila masyarakat 
dibebani pembuktian dapat dengan cepat menyiapkan alat bukti baik 
berupa surat maupun berupa saksi apabila alat bukti yang diajukan 
masih kurang dengan cepat masyarakat menyiapkannya. 
c. Asas Biaya Ringan. 
Biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar 
terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan 
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menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan 
tuntutan hak kepada Pengadilan. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, biaya perkara 
merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk 
memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Pacitan , karena informasi 
yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat bahwa biaya 
berperkara di pengadilan itu sangat mahal sehingga banyak masyarakat 
yang tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan , 
seperti yang disampaikan oleh ibu Rosa 
“Saya merasa terbantu dengan adanya kegiatan sidang keliling 
ini dek, karna saya mau cerai dengan suami saya tapi saya gak 
ada duit untuk ke Pengadilan karna jauh dari sini dek”.94 
 
Hal tersebut sangat berimbas pada kehidupan keseharian 
masyarakat tersebut, sebagai salah satu contoh, masyarakat yang tidak 
memiliki buku nikah. Masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dan 
tidak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Pacitan  karena 
persoalan biaya tadi berakibat pada tidak dapatnya diterbitkan akta   
kelahiran terhadap anak dari masyarakat yang tidak memiliki buku 
nikah. Contoh lainnya, bagi yang telah menikah dan tidak lagi akur 
memilih langsung berpisah tanpa proses pengadilan karena kabar yang 
mereka dengar biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama Pacitan  
itu sangat mahal. Sehingga nantinya apabila salah satu dari pasangan 
ini ingin memulai hidup baru dan menikah lagi, dia akan terkendala 
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pada perceraian mereka yang belum sah di mata hukum yang mana ini 
dibuktikan dengan akta perceraian. Dengan adanya sidang keliling ini, 
masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk 
berperkara karena masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang 
untuk transportasi ke kantor Pengadilan Agama Pacitan . Selain biaya 
transportasi biaya pemanggilan juga lebih murah, dikarenakan radius 
pemanggilan di tetapkan berdasarkan jarak lokasi pelaksanaan sidang 
keliling dengan kediaman masyarakat. 
 Dengan pemaparan yang penulis teliti dan menurut beberapa 
narasumber bahwa pelaksanaan sidang keliling yang di adakan 
Pengadilan Agama di Kabupaten Pacitan  sudah efektif dengan 
pemaparan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan 
Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak 
diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. 
Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman dan sesuai dengan misi Pengadilan 
Agama Pacitan  pada poin ke dua yang berbunyi “Mewujudkan 
peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan”. 
6. Kriteria Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan Agama Pacitan   
Pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Pacitan dilaksanakan 
secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara 
rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang keliling tetap harus 
dipenuhi kriteria antara lain : 
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a. Daerah Terpencil 
Keberadaan kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di 
ibu kota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi 
pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, 
mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. 
Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, 
yang belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial 
tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para 
pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan 
dari Pengadilan Agama. 
Pelaksanaan sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama 
Pacitan  dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, dimana sidang keliling 
dilaksanakan di daerah terpencil, yang fasilitas sarana transportasi 
yang sangat sulit terjangkau sehingga mengakibatkan tinggi biaya 
pemanggilan ke wilayah tersebut.  
Setiap kecamatan di Kabupaten Pacitan  memiliki jangkauan 
yang berbeda-beda. Bagi daerah yang jangkauannya luas menjadi 
problematika tersendiri dikarenakan masyarkat-masyarakat yang 
berada di wilayah terpencil sulit untuk menjangkau Pengadilan Agama  
yang berkedudukan diibukota kabupaten, mengingat jarak tempuh 
yang harus mereka lalui jauh dan sulit. 
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Sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama Pacitan  
dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu 
kriteria dari dilaksanakan sidang keliling adalah daerah terpencil, yaitu 
daerah yang jauh dari lokasi kantor pengadilan di wilayah 
kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan. Hal 
ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan 
Agama Kabupaten Pacitan  yaitu Bapak Ahmad Rasidi. Beliau 
menyatakan bahwa : 
“Dengan adanya sidang keliling yang di terapkan di wilayah ini 
merupakan upaya untuk mempermudah masyarakat khususnya 
di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan hukum yang 
berhak di dapatkan pada setiap masyarakat khususnya Pacitan 
”95 
 
Mengenai lokasi sidang keliling telah disebutkan dalam Pasal 
11 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010: 
“Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor 
Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari 
keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila 
sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama”. 
b. Daerah yang fasilitas sarana transportasi yang sangat sulit terjangkau. 
Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari acces 
to justice, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak 
negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan 
pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program 
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pengembangan dari acces to justice, sidang keliling mesti mendapat 
perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat 
terjangkau oleh semua pihak. 
Masih banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan  yang 
mengalami kesulitan datang ke Pengadilan, padahal mereka sangat 
membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena 
terkendala oleh kondisi sulitnya transportasi. Maka dengan hal ini 
pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu 
menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tesebut dengan 
dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di 
tempat masyarakat tersebut berada. 
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rose salah 
satu warga yang mengikuti sidang menyatakan : 
“keberadaan sidang keliling ini sangat membantu kami sebagai 
masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan, khususnya 
terkait permasalahan dalam rumah tangga. Jauhnya Pengadilan 
Agama yang berada di kota, menyebabkan kami harus 
mengeluarkan banyak waktu dan biaya”96 
 
Keberadaan sidang keliling ini adalah bentuk nyata upaya 
pemerintah untuk memberikan layanan hukum kepada setiap warga 
negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk 
memudahkan dalam  memperoleh keadilan. Problema hukum yang 
mereka hadapi yang seharusnya mendapat kepastian hukum dan 
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keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama 
bagi mayarakat kurang mampu (justice for the poor). 
Selain itu keberadaan sidang keliling ini menjadikan instansi 
pemerintah dapat mempermudah proses sidang keliling dan 
memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan terjun langsung di 
lapangan. 
c. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tinggi 
biaya pemanggilan ke wilayah tersebut. 
Masyarakat tidak mampu menghadapi hambatan utama dalam 
masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan 
dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke 
pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah 
Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya 
sidang keliling dan pembebasan biaya perkara. Respon tersebut 
diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor10 
Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 
dua lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan 
lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.
97
 
Meski demikian dalam pelaksanaannya, keberadaan sidang 
keliling ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat miskin saja, 
namun juga oleh masyarakat dengan strata ekonomi yang lebih baik 
yang berada di daerah dimana pelaksanaan sidang keliling 
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dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu 
puji salah satu warga yang mengikuti sidang menyatakan : 
“Saya sangat merasakan manfaat dari keberadaan sidang 
keliling ini, meski sebenarnya kami bisa mengikuti pelaksanaan 
sidang di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten. Hal ini karena 
selain lebih efektif juga efisien. Hal ini karena jauhnya jarak 
yang harus kami tempuh, sehingga akan berpengaruh pada 
biaya yang harus dikeluarkan. Meski secara ekonomi kami 
mampu untuk membiayainya namun sidang keliling ini sangat 
membantu masyarakat khususnya yang berada di wilayah yang 
terpencil”98 
 
Sidang keliling sendiri merupakan bentuk bantuan hukum yang 
dibiayai oleh pemerintah (menggunakan biaya anggaran DIPA), akan 
tetapi dalam sidang keliling merupakan bantuan berperkara secara 
cuma-cuma. Bentuk bantuan hukum ini dapat berjalan seiringan, 
padahal keduanya merupakan bentuk bantuan hukum yang berbeda. 
Mengenai tata ruang sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor 
Urusan Agama yang ada di tempat terjadinya sidang keliling telah 
sesuai dengan dekorum ruang persidangan pada persidangan reguler di 
gedung Pengadilan Agama Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 
(3) lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010, “Ruang sidang keliling 
diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga 
martabat Pengadilan”. 
Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama  
Pacitan  untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya 
jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju ke kantor 
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Pengadilan Agama, yang nantinya juga bisa meringankan biaya 
pengeluaran para pihak berperkara.  
Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling di Pengadilan 
Agama  Pacitan  adalah seluruh perkara perdata yang menjadi 
wewenang Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikemukakan oleh  Bapak Ahmad Rasidi, selaku Hakim Pengadilan 
Agama Kabupaten, yang menyatakan bahwa : 
“Biaya ringan dalam beracara di Sidang Kelililng ini 
dimaksudkan agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya 
yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang 
berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada 
Pengadilan”99 
 
Pelaksanaan sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama 
Pacitan  dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan 
Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, dimana sidang keliling 
dilaksanakan di daerah terpencil, yang fasilitas sarana transportasi 
yang sangat sulit terjangkau sehingga mengakibatkan tinggi biaya 
pemanggilan ke wilayah tersebut.  
Sidang Keliling merupakan upaya pemerintah khususnya 
dibidang pengadilan dengan mengubah seluruh pemikiran, sikap, 
budaya dan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayan yang baik 
dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kewenangan yang ada 
untuk seoptimal mungkin memberi pelayanan hukum dan keadilan 
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yang prima sebagai wujud jati diri menjadi pengadilan yang agung 
melekat di hati rakyat. Salah satu bentuk pelayanan prima pengadilan 
adalah menyelenggarakan sidang keliling guna melayani masyarakat 
yang tidak mampu baik secara ekonomi, transportasi, maupun sosial di 
daerah-daerah yang lokasinya jauh dari kantor pengadilan. 
d. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 
bulan terakhir.  
Untuk perkara yang dapat disidangkan pada sidang keliling 
adalah perkara yang mana kedua belah pihaknya berada di daerah yang 
akan dilaksanakannya sidang keliling tersebut. Karena daerah-daerah 
yang akan dilaksanakannya sidang keliling ini dinilai sebagai daerah 
yang sulit untuk transportasi dan juga merupakan daerah yang jumlah 
perkaranya banyak. Disini Pengadilan Agama Pacitan  tidak 
membedakan apakah pihak-pihak perkara tersebut termasuk kalangan 
orang yang mampu atau tidak mampu, selama meraka berada di daerah 
yang akan dilaksanakannya sidang keliling maka perkaranya dapat 
disidangkan melalui sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan 
Agama Pacitan . 
Sedangkan Penetapan hari sidang dilaksanakan ditetapkan oleh 
Ketua Majelis hakim sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 
tentang penetapan sidang keliling. Pemanggilan sidang dilakukan oleh 
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Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai 
tata cara pemanggilan sebagaimana yang terlampir.
100
 
Dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama 
Pacitan, penulis mendapatkan data perkara tahun 2016 yang masuk ada 
49 dalam jumlah perkara tersebut, perkara yang diputus selama sidang 
keliling adalah 47 sedangkan perkara yang belum diputus dalam sidang 
keliling adalah 2 Perkara yang belum diputus dalam sidang keliling 
sudah selesai, maka perkara tersebut diteruskan persidangan di kantor 
pengadilan. Ditahun 2017 data perkara yang masuk 68, perkara yang 
putus selama sidang keliling 43 sedangkan belum putus terdapat 25 
perkara. Dalam memutuskan 1 perkara ini di perkirakan waktu 11 hari 
dalam artian selama 3-4 bulan bulan perkara sudah selesai mulai dari 
tahap pendaftaran para pihak sampai sampai dengan tahap putusan. 
Pengadilan Agama Pacitan  rata-rata dua kali persidangan 
untuk menyelesaikan perkara, dibanding rata-rata tiga kali persidangan 
pada Pengadilan Agama yang lain dengan menyelesaikan perksara 
dengan jumlah besar tersebut dengan rata-rata 3-4 bulan sejak hari 
tanggal perkara didaftarkan sampai dengan tanggal para pihak 
menerima akta cerai. 
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BAB IV 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI WILAYAH 
PENGADILAN AGAMA PACITAN   
 
A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan 
Agama Pacitan   
1. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan Agama 
Pacitan  didasarkan Pada Ketentuan Hukum  
Penyelenggaraan sidang keliling di wilayah Pengadilan Agama 
Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan di kantor Kecamatan sudah sesuai 
dengan aturan yang tercantum di dalam SEMA No. 10/2010 pasal 11 ayat 
(2) dan pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama yang 
bernomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013. Dalam prosesnya sidang keliling 
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sesuai dengan 
PERMA No. 1 Tahun 2014. 
Dalam PERMA mengatur secara progresif mengenai beberapa 
ketentuan hukum acara yaitu mengenai pemanggilan dan pemeriksaan 
perkara oleh hakim. Implementasi dari aturan tersebut adalah sidang 
terpadu. 
Proses pemanggilan dalam sidang keliling yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama Pacitan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku dilakukan secara resmi dan patut seperti dalam proses 
pemanggilan, dimana pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita yang sah 
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sesuai dengan wilayah hukumnya dalam hal ini berada di wilayah 
Kabupaten Pacitan. Pemanggilan dilaksanakan langsung kepada pribadi 
yang dipanggil ditempat tinggalnya.  
Berikut paparan dari Ketua Pengadilan Agama Pacitan  tentang 
proses pemanggilan dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama Pacitan : 
“Dalam praktiknya, proses pemanggilan dilakukan oleh 
jurusita/jurusita pengganti dan diberikan langsung ditempat 
tinggalnya. Namun pemanggilan juga dapat disampaikan di 
kelurahan apabila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat. Hal 
ini dilakukan mengingat ketentuan hukum yang mengatur 
didalamnya. Dengan pemanggilan yang dilakukan sesuai 
ketentuan hukum maka dengan sendirinya pelaksanaan sidang 
keliling akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapainya”101 
 
Paparan di atas sesuai dengan ketentuan hukum terkait mekanisme 
pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan 
memperhatikan beberapa hal yaitu: 
a. Dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah. Dengan 
catatan jurusita/jurusita pengganti hanya berwenang untuk melakukan 
tugasnya didalam wilayah hukum pengadilan agama yang 
bersangkutan. 
b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempat 
tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka 
panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila yang 
dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada 
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ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam 
atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat 
perwakilan RI setempat mealalui Departemen Luar Negeri RI di 
Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat 
gugatan yang diajukan oleh penggugat. 
c. Jarak antara hari pemanggilan waktu yang patut dengan hari 
persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, sekurang-
kurangnya 3 hari kerja 
Terkait pemanggilan para pihak yang dilaksanakan sesuai 
ketentuan hukum, masyarakat menghemat biaya untuk berperkara karena 
sidang keliling dilaksanakan di daerah para pihak yang berperkara. 
Selain itu biaya pemanggilan juga lebih murah, dikarenakan radius 
pemanggilan didasarkan pada jarak lokasi pelaksanaan sidang keliling 
dengan kediaman masyarakat. 
Ketentuan hukum dalam proses persidangan dalam sidang keliling 
yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dilakukan 
sesuai dengan proses beracara di peradilan agama yang sistematik dengan 
melalui beberapa tahap yaitu, mengupayakan perdamaian antar kedua 
belah pihak yang berperkara; pembacaan surat gugatan/permohonan; 
jawaban tergugat/ termohon; Replik (tangkisan atas jawaban) dari 
penggugat/ pemohon; duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas 
replik); pembuktian; kesimpulan dan tahapan putusan atau penetapan dari 
majelis hakim. 
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Hal ini sesuai dengan apayang disampaikan oleh Bapak Ahmad 
Rasidi, beliau menyatakan bahwa : 
“Proses persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 
Pacitan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku 
didalamnya, dimana proses persidangan di dengan adanya upaya 
mendamaikan para pihak yang berperkara, apabila gagal maka 
persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/ 
permohonan dan mendengar jawaban tergugat/ termohon. 
Kemudian dilakukan replik dan duplik serta dilakukan pembuktian. 
Setelah semuanya selesai maka hakim menarik kesimpulan dan 
pembacaan putusan atau penetapan dari majelis hakim.
102
 
 
Dalam prosesnya sidang keliling yang dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dilaksanakan di kantor balai Desa 
setempat, untuk membantu memudahkan para pencari keadilan baik dari 
segi biaya. 
Ketentuan hukum lainnya yang dijadikan dasar Pengadilan Agama 
Kabupaten Pacitan dalam sidang keliling adalah ketentuan hukum 
mengenai upaya hakim untuk berusaha secara maksimal guna 
mendamaikan para pihak. 
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad 
Rasidi, yang mengemukakan : 
“Upaya mendamaikan para pihak yang berperkara merupakan 
upaya awal yang harus dilakukan oleh hakim. Hal ini dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA dimana 
mediasi merupakan awal upaya yang harus dilakukan Hakim 
dengan harapan para pihak membatalkan keinginannya.
103
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Perdamaian terhadap para pihak yang dilakukan oleh Hakim dalam 
sidang keliling adalah wujud dari pelaksanaan terkait ketentuan hukum 
dalam sidang keliling, dimana dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan 
kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang 
ada di pengadilan di pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi 
syarat.
104
 Dan kemudian (mediator) wajib melaporkan hasil dan 
mediasinya. Karena pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan 
bersifat imperatif. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang 
menyatakan: jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan 
tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan. Kelalaian 
menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan 
pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan 
batal demi hukum.
105
 
Sidang keliling yang dilakukan di Pacitan juga dikaitkan dengan 
tugas hakim dalam menjalankan tugas negara, hakim bukan hanya sekedar 
melakukan persidangan tetapi hakim membawa misi atau tugas untuk 
sosialisasi bahwa hal yang seperti ini (pernikahan yang tidak dicatatkan 
atau nikah siri), perceraian yang tidak tercatat tidak lagi ada di wilayah 
Kabupaten Pacitan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara 
memberikan masyarakat pengetahuan terkait adanya Undang- Undang No. 
                                                             
104 Ahmadi Hasan, Pemberdayaann Mediasi Syariah Dalam Kerangka Penyelesaian 
Sengketa, Dalam Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan, No 69, 2009, hlm 189. 
105 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan Persidangan, Penyitaan 
Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika,2010) Cet. X, hlm. 239. 
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1 tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi hukum islam terkait 
itsbat nikah dan talk, karena ternyata nikah sirri adalah sebagian termasuk 
dari budaya masyarakat yang buta akan hukum dan tidak sadar akan 
hukum, selain itu terjadinya perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan 
dikarenakan kurang maksimalnya dalam sosialisasi terkait adanya aturan 
mengenai pencatatan perkawinan 
2. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan Agama 
Pacitan  didasarkan Pada Penegak Hukum 
a. Efektivitas Waktu 
Penentuan sidang untuk pelaksaan Sidang Keliling di 
Kabupaten Pacitan  dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu dengan 
membuat perencanaan pelasanaan sidang di luar gedung Pengadilan 
selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan 
jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan pada tahun 
sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan 
sidang di luar gedung/Sidang Keliling Pengadilan dari pihak lain 
(seperti untuk pelayan terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau 
permintaan Lembaga Masyarakat Sipil. 
Sidang keliling bertujuan memberikan pelayanan yang prima 
kepada masyarakat pencari keadilan dengan memberikan kemudahan 
seperti tempat pelaksanaan sidang yang lebih dekat dengan tempat 
tinggal para pihak, biaya transportasi lebih ringan dan menghemat 
waktu. Hal ini berpedoman pada salah satu tujuan bantuan hukum 
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yang tertera di dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 pasal 2 ayat (4) yang 
menyebutkan bahwa “bantuan hukum bertujuan untuk memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.” 
 Manfaat dari sidang keliling bagi Pengadilan Agama Pacitan  
adalah mempermudah mereka untuk mengetahui daerah hukumnya, 
mengurangi tumpukan perkara dan bisa menerapkan beberapa asas, 
yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengadili menurut 
hukum dan persamaan hak, dan pemberian bantuan hukum. 
Terkait efektivitas waktu, keberadaan Sidang Keliling oleh 
Pengadilan Agama Pacitan  tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat 
miskin saja, namun juga oleh masyarakat yang secara ekonomi 
tergolong mampu, namun mereka berdomisili di wilayah yang 
terpencil dengan sarana dan prasarana transportasi yang kurang 
memadai. Bagi masyarakat yang mampu, pelaksanaan sidang keliling 
di wilayah mereka, membuat permasalahan rumah tangga yang mereka 
hadapi dapat segera terselesaikan secara hukum dengan waktu yang 
lebih cepat. 
Berdasarkan penjelasan tentang pelaksanaan sidang keliling 
oleh Pengadilan Agama Pacitan  di atas, maka dapat ditarik satu 
kesimpulan bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan 
Agama Pacitan  sudah memenuhi mekanisme dan prosedur yang ada, 
termasuk hukum acara. Para pihak yang perkaranya disidangkan di 
sidang keliling juga mengafirmasi bahwa sidang keliling yang 
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pelaksanaannya lebih dekat dengan tempat tinggal para pihak dapat 
menekan biaya transportasi dan menghemat waktu. Bagi para pihak 
yang memiliki kehidupan ekonomi pada arus bawah, tentu sidang 
keliling ini sangat bermakna. Dengan ini, program sidang keliling 
dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan konsep 
sebagaimana yang termuat dalam sejumlah aturan yang berlaku 
Bagi pemerintah pelaksanaan Sidang keliling berupakan 
bentuk nyata adanya pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan 
mengurangi tumpukan perkara dan bisa menerapkan asas, yaitu 
peradilan cepat dan mengadili menurut hukum dan persamaan hak, 
dan pemberian bantuan hukum. 
b. Efektivitas Biaya 
Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Pacitan, 
termasuk golongan menengah kebawah, mayoritas penduduknya 
bekerja sebagai nelayan atau sebagian kecil petani bagi penduduk 
pribumi sedangkan bagi pendatang sebagian besar pedagang dan 
pengusaha. 
Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada 
DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat 
persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana 
sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang 
harian dan biaya transportasi. 
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Biaya ringan adalah biaya serendah mungkin sehingga dapat 
terpikul oleh rakyat ini semua dengan tanpa pengorbanan ketelitian 
untuk mencari kebenaran dan keadilan.
106
  Adapun mengenai masa 
inkracht adalah tetap 14 hari setelah penetapan dibacakan oleh hakim. 
Bahwa sidang keliling hanya persoalan teknis memindah 
tempat sidang, dari kantor pengadilan ke tempat lain di luar 
pengadilan. Ini berarti pendaftaran dan proses lain selain persidangan 
harus dilakukan di kantor pengadilan. Para pihak yang perkaranya 
terpilih diselesaikan melalui sidang keliling juga harus membayar 
panjar biaya perkara.Ini didasarkan pada salah satu asas bahwa pada 
dasarnya mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan harus 
dengan membayar biaya perkara. 
Dengan adanya dua komponen biaya pada sidang keliling 
yaituyaitu biaya perkara; dan biaya operasional untuk pelayanan 
sidang keliling. Untuk biaya operasional sidang keliling ditanggung 
oleh APBN / APBD Provinsi / APBD Kota, sedangkan biaya perkara 
tetap ditanggung oleh pihak yang berperkara. Dengan adanya 
pembiayaan sidang keliling yang ditanggung oleh pemerintah pusat 
maupun daerah dan biaya perkara yang ditanggung oleh pihak yang 
berperkara, bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat 
dibebaskan dari pembayran biaya perkara dengan mengajukan bebab 
biaya perkara dan melampirkan surat keterangan tidak mampu 
                                                             
 106 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,( Jakarta: 
Sinar Grafika, 2001), hlm. 69.  
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(SKTM) maka dengan sendirinya banyaknya masyarakat yang 
memanfaatkan sidang keliling menjadikan sidang keliling merupakan 
langkah yang efektif dan efisien dalam memberikan layanan hukum 
kepada masyarakat.  
c. Efektivitas Prosedur 
Pengadilan Agama Pacitan  memiliki dua kompetensi yaitu 
kompetensi relatif dan kompetensi absolut, Kompetensi absolut 
(absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan 
jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan 
pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan 
golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam . 
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
pada pokoknya adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 
Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari‟ah. Akan tetapi hanya ada 
6 perkara yang bisa diselesaikan dalam sidang keliling yaitu : 
1) Isbat Nikah  
2) Cerai Gugat  
3) Cerai Talak  
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4) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak apabila 
pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan 
perceraian.  
5) Hak Asuh Anak  
6) Penetapan Ahli Waris  
Semua perkara dapat diselesaikan dalam sidang keliling 
kecuali perkara cerai talak yang mana ikrar talak harus dilakukan di 
gedung Pengadilan Agama sesuai yang ada pada KHI Bab XVI Pasal 
117 yang berbunyi “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang 
Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan”. Selain cerai talak yaitu perkara penetapan ahli waris 
apabila diperlukan dalam pemeriksaan bukti-bukti dan perkara yang 
lain apabila tidak selesai pada saat sidang keliling maka akan di 
adakan sidang keliling lanjutan 
Seperti layaknya proses pelaksanaan sidang di pengadilan, 
mekanisme pelaksanaan sidang keliling juga melalui tahapan-tahapan 
sebagaimana diatur dalam hukum acara Pengadilan Agama. Tidak ada 
pembedaan prosedur berperkara untuk sidang di pengadilan dan sidang 
keliling. Perbedaan yang paling signifikan adalah hanya pada tempat 
pelaksanaan sidang. Berikut paparan dari Ketua Pengadilan Agama 
Pacitan  tentang sidang keliling:  
“Proses berperkara di Pengadilan Agama Wonogiri melalui 
sidang keliling ini sama seperti layaknya berperkara melalui 
sidang biasa. Tempat pelaksanaan sidang keliling ini 
diprioritaskan di daerah yang jaraknya jauh dari Pengadilan 
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Agama setempat. Pendaftaran perkara tetap dilakukan di kantor 
pengadilan. Dilakukan di luar pengadilan hanya sidangnya.”107 
 
Informasi lain juga menegaskan bahwa teknis sidang keliling 
sama halnya dengan sidang biasa pada umumnya. Inti dari 
pelaksanaan sidang keliling adalah membantu masyarakat yang 
kurang/ tidak mampu khususnya yang rumah tinggalnya jauh dari 
pengadilan. Berikut penuturannya:  
“Untuk teknis pelaksanaan sama seperti sidang biasanya, dari 
proses pendaftaran, hingga putusan. Pembedanya adalah misi 
dilaksanakannya sidang keliling yaitu untuk membantu 
masyarakat miskin supaya tidak banyak mengeluarkan uang 
dan lokasi sidangnya berada di luar kantor pengadilan.” 108  
 
Dengan demikian bahwa sidang keliling hanya persoalan teknis 
memindah tempat sidang, dari kantor pengadilan ke tempat lain di luar 
pengadilan. Ini berarti pendaftaran dan proses lain selain persidangan 
harus dilakukan di kantor pengadilan. Para pihak yang perkaranya 
terpilih diselesaikan melalui sidang keliling juga harus membayar 
panjar biaya perkara.Ini didasarkan pada salah satu asas bahwa pada 
dasarnya mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan harus 
dengan membayar biaya perkara. 
Dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama 
Pacitan, penulis mendapatkan data perkara tahun 2016 yang masuk ada 
49 dalam jumlah perkara tersebut, perkara yang diputus selama sidang 
keliling adalah 47 sedangkan perkara yang belum diputus dalam 
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sidang keliling adalah 2 Perkara yang belum diputus dalam sidang 
keliling sudah selesai, maka perkara tersebut diteruskan persidangan di 
kantor pengadilan. Ditahun 2017 data perkara yang masuk 68, perkara 
yang putus selama sidang keliling 43 sedangkan belum putus terdapat 
25 perkara. Dalam memutuskan 1 perkara ini di perkirakan waktu 11 
hari dalam artian selama 3-4 bulan bulan perkara sudah selesai mulai 
dari tahap pendaftaran para pihak sampai sampai dengan tahap 
putusan. 
Pengadilan Agama Pacitan  rata-rata dua kali persidangan 
untuk menyelesaikan perkara, dibanding rata-rata tiga kali persidangan 
pada Pengadilan Agama yang lain dengan menyelesaikan perkara 
dengan jumlah besar tersebut dengan rata-rata 3-4 bulan sejak hari 
tanggal perkara didaftarkan sampai dengan tanggal para pihak 
menerima akta cerai. 
Pertimbangan Pengadilan Agama Pacitan  dalam melaksanakan 
sidang keliling adalah karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang 
jauh dari Pengadilan Agama Pacitan . Selain itu, juga bisa menjangkau 
beberapa daerah yang lain.  Jika dilihat dari SEMA No. 10 Tahun 
2010 Lampiran B pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sidang 
keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan 
Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik 
dari segi biaya, transportasi, maupun proses apabila sidang 
dilaksanakan di Kantor Pengadilan, maka penyelengaraan sidang 
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keliling oleh Pengadilan Agama Pacitan  sudah sesuai dengan prosedur 
yang ada.  
Manfaat dari sidang keliling bagi Pengadilan Agama Pacitan  
adalah mempermudah mereka untuk mengetahui daerah hukumnya, 
mengurangi tumpukan perkara dan bisa menerapkan beberapa asas, 
yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengadili menurut 
hukum dan persamaan hak, dan pemberian bantuan hukum.  
Dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sidang keliling yang 
dilakukan oleh Pengadilan Agama Pacitan  sudah memenuhi 
mekanisme dan prosedur yang ada, termasuk hukum acara. Para pihak 
yang perkaranya disidangkan di sidang keliling juga mengafirmasi 
bahwa sidang kelilingyang pelaksanaannya lebih dekat dengan tempat 
tinggal para pihak dapat menekan biaya transportasi dan menghemat 
waktu. Bagi para pihak yang memiliki kehidupan ekonomi pada arus 
bawah, tentu sidang keliling ini sangat bermakna. Dengan nalar ini, 
program sidang keliling dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan 
sesuai dengan konsep sebagaimana yang termuat dalam sejumlah 
aturan yang berlaku. 
d. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan 
Agama Pacitan  didasarkan Pada Sarana dan Fasilitas 
Kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana dibutuhkan 
untuk menunjang pelaksanaan sidang keliling agar berjalan lancar 
sebagaimana mestinya. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Pacitan mempersiapkan gedung tempat sidang keliling, meja dan kursi 
sidang, kursi untuk para pihak yang berperkara, dan lain-lain. 
Sedangkan pihak Pengadilan Agama Pacitan menyediakan yang 
lainnya. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan tempat yang 
digunakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Kebutuhan sarana dan 
prasarana untuk mendukung pelayanan pengadilan seperti ruang 
mediasi, ruang tunggu masyarakat yang berhadapan dengan hukum, 
dan lain sebagainya belum dapat terpenuhi secara optimal. 
Salah satu contoh sarana atau fasilitas yang harus tersedia 
dalam sidang keliling adalah keberadaan tempat penyelenggaraan 
sidang keliling harus memiliki fasilitas dan sarana untuk menunjang 
efektivitas dan kenyamanan dalam pelaksanaan sidang keliling. 
Tersedianya ruangan sidang keliling merupakan faktor penting untuk 
mendukung pelaksanaan sidang keliling tersebut. Secara keseluruhan 
sarana dan prasarana mediasi di beberapa Pengadilan Agama 
Kabupaten Pacitan belum memadai. Ruangan yang digunakan untuk 
melakukan mediasi begitu layak sehingga belum dapat menunjang 
jalannya proses mediasi yang dilakukan secara aman dan nyaman. 
Informasi lain juga menegaskan bahwa teknis sidang keliling 
sama halnya dengan sidang biasa pada umumnya. Inti dari pelaksanaan 
sidang keliling adalah membantu masyarakat yang kurang/ tidak 
mampu khususnya yang rumah tinggalnya jauh dari pengadilan. 
Berikut penuturannya:  
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“Untuk teknis pelaksanaan sama seperti sidang biasanya, dari 
proses pendaftaran, hingga putusan. Pembedanya adalah misi 
dilaksanakannya sidang keliling yaitu untuk membantu 
masyarakat miskin supaya tidak banyak mengeluarkan uang 
dan lokasi sidangnya berada di luar kantor pengadilan.” 109  
 
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah 
Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama 
Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling 
di Lingkungan Peradilan Agama diperlukan perlengkapan, diantaranya 
yaitu : 
1) Meja sidang    : 1 buah 
2) Taplak meja sidang   : 2 buah 
3) Kursi sidang     : 3 buah 
4) Kursi untuk para pihak  : 4 buah  
5) Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah 
6) Meja tulis/kursi biro    : 1 buah 
7) Lambang negara    : 1 buah 
8) Bendera merah putih   : 1 buah 
9) Bendera pengadilan    : 1 buah 
10) Lemari     : 1 buah 
11) Filling kabinet    : 1 buah 
12) Meja tulis/kursi   : 3 stel 
13) Palu sidang     : 1 buah 
14) Perlengkapan sumpah   : 1 buah 
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15) Emergency Light   : 1 buah 
16) Laptop     : 1 buah 
17) Alat cetak (printer)   : 1 buah 
18) Koneksi internet  
19) Taplak meja sidang hijau. 
Tata ruang persidangan disamakan seperti ruang sidang 
layaknya di Pengadilan Agama, mulai dari letak majelis, saksi, 
penonton, dan lain-lain walaupun di desain secara sederhana dan 
seadanya. Pihak Kecamatan dimana dilaksanakan Sidang Keliling 
dengan memfasilitasi dan membantu mengurus ke pengadilan agama. 
Teknis pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama 
Kabupaten Pacitan di mulai dengan Pengadilan Agama Kabupaten 
Pacitan mengajukan anggaran DIPA dari pusat, jika sudah turun 
kemudian dibagi untuk berbagai komponen, dari perjalanan dinas, 
pengaturan tempat, termasuk sidang keliling tersebut. Jika sudah 
dibagi semua komponen baru bisa direncanakan waktu pelaksanaan 
sidang keliling dan penunjang pelaksanaan. Pengadilan Agama Pacitan 
mempertimbangkan lokasi yang paling jauh dan sulit dari akses 
kendaraan transportasi umum untuk lokasi pelaksanaan sidang keliling, 
kemudian ijin dengan Bapak Camat selaku ketua wilayah di kecamatan 
tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian Bapak 
Camat mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis 
sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat. 
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Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada 
DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat 
persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana 
sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang 
harian dan biaya transportasi. 
Dari hasil pengamatan dan observasi yang penulis lakukan, 
pelaksanaan sidang keliling dilihat dari sisi sarana dan fasilias kurang 
berjalan dengan efektif, karena dana DIPA yang tebatas hal ini 
menghambat pendanaan sidang keliling. Permasalahan dana 
operasional dalam sidang keliling tersebut pada akhirnya akan 
mempengaruhi pelaksanaan sidang keliling  sehingga sidang keliling 
pun terhenti dan dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Pacitan 
untuk tahap selanjutnya. 
e. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Pengadilan 
Agama Pacitan  didasarkan Pada Masyarakat  
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan memberikan pelayanan 
terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau Pengadilan 
Agama dalam rangka sederhana cepat biaya ringan yaitu dengan 
dilaksanakan program sidang keliling. Adapun mengenai pelaksanaan 
sidang keliling di Kabupaten Pacitan diselenggarakan di wilayah 
hukum Kabupaten Pacitan yang sulit terjangkau atau memiliki akses 
yang susah sehingga banyak warga masyarakat yang belum 
mendapatkan legalitas masalah perkawinan, kewarisan, waqaf, 
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perceraian dan lainnya sehingga menyulitkan warga tersebut dalam 
legalitas ketika berhadapan dengan hukum.  
Perkara Sidang keliling yang banyak ditangani adalah perkara 
itsbat nikah hal ini karena kendala yang menghambat peserta sidang 
keliling perkara itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah dan 
pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan 
adalah kendala transportasi karena jarak yang jauh. 
Menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dengan 
adanya program sidang keliling inilah maka akan tercipta asas 
pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah. 
Sidang keliling tersebut mempermudah dan membantu 
masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat 
khususnya perkara yang banyak dilakukan sidang keliling misalnya 
terkait istbat nikah sehingga masyarakat yang sudah menikah 
mengetahui apa sebenarnya itsbat nikah tersebut dan pentingnya 
pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal 
ini membawa dampak bagi peserta sidang keliling perkara itsbat nikah 
karena dengan adanya sidang keliling juga sangat membantu peserta 
sidang keliling yang belum memenuhi ketentuan administratif terkait 
pencatatan perkawinan sehingga setelah adanya penetapan Pengadilan 
Agama Pacitan hak-hak peserta sidang keliling mampu mendapat 
kepastian hukum. 
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Adanya peserta sidang keliling perkara itsbat nikah tidak 
mempunyai surat nikah bukan semata-mata adalah kesalahan para 
peserta atau kesengajaan peserta. Sebagian besar dari peserta sidang 
keliling tersebut sebelum menikah mengakui telah melengkapi 
persyaratan administratif dan keuangan melalui modin desa setempat 
tetapi modinnya tidak meneruskan ke KUA. Selain itu banyak 
masyarakat mengeluh karena sebelum pernikahan mereka sudah 
melengkapi syarat administrasi buat dicatatkan pernikahannya, tetapi 
sampai modinnya meninggal dunia, mereka belum punya surat nikah, 
mereka kan awam tentang hukum jadi mereka hanya diam saja atau 
ada warga yang mengeluh sudah pisah dengan suami atau istrinya dan 
jatuh talak tiga namun belum resmi secara negara. Dengan tidak 
adanya akta nikah menyebakan banyak warga tidak bisa mengurus akta 
kelahiran anak dimana akta kelahiran anak sangat dibutuhkan dalam 
upaya perlindungan hukum serta syarat untuk mendapatkan hak-hak 
anaknya. Selain daripada tersebut bahwa dengan diterbitkannya buku 
nikah maka wanita atau istri mendapat perlindungan hukum dan tidak 
menyulitkan dalam hal pembagian waris.
110
 
Sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan Agama 
Kabupaten Pacitan menurut masyarakat, sangat diharapkan oleh 
masyarakat, tahapannya sama seperti sidang hukum perdata, mediasi, 
jawab jinawab, pembuktian, putusan berlangsung sampai selesai 
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selama kurun program sidang keliling berjalan, sehingga memudahkan 
para pencari keadilan dari segi jarak tempuh biaya dan waktu 
Beberapa menyatakan bahwa sidang keliling yang dilakukan 
oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sangat membantu warga 
yang ingin mendapatkan kepastian hukum, seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu Rose menyatakan masalah akta nikah yang selama ini 
diinginkannya terwujud setelah ada sidang keliling.
111
  
Pendapat yang sama juga disampaikan Ibu Puji yang 
menyatakan bahwa dirinya telah berpisah dengan istrinya sudah lama, 
namun belum ada bukti tertulis yang berkekuatan hukum, karena jarak 
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang jauh menjadikan proses 
cerai masih hanya sesuai dengan agama, namun setelah ada sidang 
keliling menjadikan percerainnya sudah sah sesuai hukum yang 
berlaku di Indonesia.
112
 
Dengan keterbatasan anggaran sidang keliling oleh DIPA dan 
sarana serta fasilitas yang kurang mendukung serta masih ada 
masyarakat kurang memanfaatkan keberadaan sidang keliling untuk 
memecahkan permasalahan dalam perkawinan mereka menjadikan 
pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 
Kabupaten Pacitan dapat dikategorikan tidak efektif. Karena 
kurangnya anggaran tersebut dan masyarakat yang kurang 
memanfaatkan sidang keliling ini ada beberapa perkara yang 
dilanjutkan di kantor pengadilan agama untuk tahap selanjutnya.  
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BAB V 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan 
sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan  dapat ditarik 
kesimpulan yaitu : 
1. Pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Pacitan  dilaksanakan 
sebagai bagian dari bantuan hukum, yang diselenggarakan sesuai aturan 
yang ditetapkan baik dalam pasal 60C (1) UU No. 50 Tahun 2009, pasal 
57 (1) UU No. 48 Tahun 2009, dan SEMA No. 10 Tahun 2010 serta 
hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Pelaksanaan sidang 
keliling oleh Pengadilan Agama Pacitan  sudah dilaksanakan sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan yaitu sidang keliling dilaksanakan di 
daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor pengadilan di 
wilayah kabupaten Pacitan  dimana gedung pengadilan tersebut 
berkedudukan. Sidang keliling juga dilaksanakan di daerah yang fasilitas 
sarana transportasinya sangat sulit terjangkau, sehingga mengakibatkan 
tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut serta perkara masuk dari 
wilayah sidang keliling berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun 
terakhir. 
2. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pacitan  
secara umum tidak efektif, hal ini dilihat dari faktor sarana prasarana dan 
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faktor masyarakat. Ketidakefektivitasan pelaksanaan sidang keliling ini 
dikarenakan dana operasional untuk pelaksanaan sidang keliling dan masih 
banyaknya masyarakat yang tidak memanfaatkan pelaksanaan sidang 
keliling di daerahnya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul 
dalam pernikahannya. 
 
B. Saran 
1. Sidang Keliling hendaknya dilakukan lebih efektif dan efisien dengan 
memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi 
dilaksanannya Sidang Keliling. 
2. Perlu adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait untuk 
mensosialisasikan sidang keliling. Sehingga kecenderungan masyarakat 
untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut semakin tinggi dan 
pada gilirannya apa yang menjadi tujuan perundang-undangan di buat 
tercapai dan berhasil dengan maksimal. 
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PEDOMAN WAWANCARA  
 
1. Apa yang dimaksud dengan sidang keliling? 
2. Apa tujuan dan manfaat sidang keliling? 
3. Bagaimana dan latar belakang atau sejarah awal mulanya sidang keliling? 
4. Siapa saja yang bisa mengajukan perkara dalam sidang keliling? 
5. Perkara apa saja yang diajukan dalam sidang keliling? 
6. Apa landasan hukum dalam melaksanakan sidang keliling? 
7. Bagaimana proses beracara dalam sidang keliling di Pengadilan Agama 
Pacitan? 
8. Bagaimana langkah langkah mengajukan perkara pada sidang keliling? 
9. Diwilayah mana saja? Diadakan sidang keliling rutin hari apa?  
10. Apakah tempatnya sama sejak awal dapat diajukan dalam sidang keliling 
11. Ada berapa tim pelaksana sidang keliling? Dalam satu tim ada berapa 
anggota? Bagaimanakah jabatan dan tugas masing-masing anggota? 
12. Apakah tempat dan tim pelaksana sidang keliling perlu ditambah? 
13. Berapa kali bapak/ibu mengikuti kegiatan sidang keliling?  Dan jabatan dalam 
tim sebagai apa? 
14. Apakah teknis pelaksanaan sama dengan di kantr pengadilan agama ? 
15. Dari keseluruhuan perkara yang masuk, dari sekian perkara apa saja yang 
diperiksa dalam sidang keliling? 
16. Apakah semua perkara dapat diselesaikan sampai dengan putusan? Jika tidak 
ada berapa perkara yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan putusan? 
Mengapa? 
17. Jumlah lebih banyak/lebih sedikit dari yang diselesaikan ? kemudian 
bagaimana solusinya? 
18. Apakah ada percepatan sidang dalam proses pelaksanaan sidang keliling ? 
19. Apa perbedaan sidang di pengadilan dengan sidang keliling? 
20. Bagaimana kondisi ruang sidang dan suasana ditempat sidang keliling? 
Apakah salah satunya sesuai dengan peraturan yang ada? 
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21. Bagaimana dengan para pihak yang berperkara yang menginginkan 
perkaranya itu selesai melalui sidang keliling padahal waktu pelaksanaan 
sidang keliling beberapa bulan kedepan? 
22. Bagaiaman tanggapan atau pendapat bapak/ibu dngan diadakan sidang keliling 
di pengadilan agama pacitan ? 
23. Adakah kendala atau hambatan dala melaksanakan sidang keliling? 
24. Menurut bapak bagaimana respon masyarakat mengena program sidang 
keliling  
25. Apakah harapan bapak terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan 
Agama Pacitan? 
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Hasil Wawancara 
Narsum para pihak, panitera dan Hakim 
1. Ibu KM  
“ya saya merasa terbantu mbak, keuntungane nggeh mboten dugi wonten 
kantor, biayanipun nggeh lumayan mbak dari pada ning kantor, saget disambi 
kerja mbak 
2. Ibu SM 
“maafaatnya lebih deket dari rumah mbak ndak perlu jauh-jauh ke kantor 
pengadilan, nopomeneh kulo mboten gadah kendaraan nggeh mriki jarang 
kendaraan umum mbak, harapane nggeh sidang keliling tetep dilaksanakan 
3. Pak Mu‟ti (panitera) 
“manfaat slah satunya lebih mendekatkan ke masyarakat dengan lokasi sidang, 
membantu masyarakat yg jaraknya jauh dari kantor, untuk mengenai suka atau 
tidaknya sidang dilokasi, bahwa sidang ini sudah menjadi tugas sehingga 
harus dijalankan sebaik mungkin, namun kalo ada masyarakat yang mampu 
yang ikut sidang ya tidak diperbolehkan” 
4. Bapak Achmad Rasidi (Hakim) 
“Sebenarnya sidang keliling ini berguna untuk masyarakat yg kurang mampu 
dan tidak bisa datang ke kantor, oleh karena itu Mahkamah Agung membuat 
program siang keliling.untuk memudahkam masyarakat dalam mengakses 
keadilan dengan mudah. Kalau keuntungan bagi saya malah mendapatkan 
pengalaman baru  ketika sidang diluar gedung dan bertemu dengan dengan 
lingkungan baru 
5. Bapak faisol chadid (hakim) 
“terkait sidang keliling dalam program Mahkamah Agung harus dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya karena itu sudah menjadi tugas. Untuk kedepannya 
semoga setiap tahun kami mendapatkan anggaran sidang keliling, sehinngga 
semua kecamatan radius jauh mendapatkan kebagian sidang keliling, saya 
juga berharap sidang keliling tetap jalan karena untuk memudahkan 
masyarakat bagi yang rumah jauh” 
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